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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Nusyuz Sebelum Akad Perkawinan Dalam Perspektif
Figh Munakahat (Studi Kasus Putusan Nomor 360/Pdt,G/2025/PA.Prm)” yang
ditulis oleh Imal Latul Khaira, NIM 1122060, Program Studi Hukum Keluarga
Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)
Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya perkara perselingkuhan yang dilakukan istri
sebelum dilaksanakannya perkawinan. Perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama
Pariaman dalam Perkara Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm. Perselingkuhan yang
dilakukan istri selama perkawinan merupakan salah satu alasan yang dijadikan
dasar pengajuan permohonan cerai talak sebagaimana yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Namun, dalam perkara ini terdapat keunikan karena
pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil seorang istri yang
nusyuz karena telah berselingkuh dengan laki-laki lain sebelum adanya ikatan
perkawinan. Sehingga dalam perkara ini hakim memeriksa lebih lanjut kebenaran
perselingkuhan yang diajukan. Hal ini penulis ingin mengetahui tentang bagaimana
pandangan hakim terhadap kondisi perselingkuhan yang dilakukan oleh istri
sebelum akad perkawinan serta bagaimana pemenuhan hak terhadap istri yang
dicerai talak oleh suami dalam kondisi gabla dukhul.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim terhadap kondisi
perselingkuhan yang dilakukan oleh istri sebellum akad nikah dalam Perkara
Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm dan untuk mengetahui pemenuhan hak terhadap
istri yang dicerai talak oleh suami dalam kondisi gabla dukhul. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian
ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang bersumber dari data
primer dan sekunder, kemudian dianalisis dengan fiqih munakahat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memandang
perselingkuhan yang dilakukan oleh istri tidak bisa dikatakan sebagai istri yang
nusyuz karena berdasarkan figih munakahat nusyuz tersebut muncul karena
timbulnya hak dan kewajiban ketika adanya ikatan perkawinan yang sah secara
negara dan agama sedangkan yang dilakukan oleh istri tersebut terjadi sebelum
adanya ikatan perkawinan yang sah dengan pemohon. Kemudian pemenuhan hak
yang didapatkan oleh istri yang diceraikan dalam kondisi gabla dukhul yaitu hanya
mut’ah karena hakim memandang gabla dukhul tidak menghilangkan seluruh hak
istri hanya membatasi hak yang didapatkan oleh istri. Hakim menetapkan
penerimaan mut’ah sebagai bentuk penghiburan terhadap istri yang diceraikan oleh
suaminya dan berdasarkan kepada asas keadilan. Dengan demikian, pandangan
hakim terhadap perkara perselingkuhan yang dilakukan istri sebelum akad nikah
dengan pemenuhan hak dalam kondisi gabla dukhul telah sesuai secara teori dengan
figih munakahat.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Ketidaktaatan yang terjadi pada salah satu pasangan merupakan salah satu
penyebab retaknya hubungan rumah tangga, ketidaktaatan itu berupa perselisihan
yang bisa dilakukan oleh istri maupun suami. Perselisihan atau konflik seringkali
terjadi dalam rumah tangga baik perselisihan pendapat ataupun melalaikan
kewajiban suami istri yang menyebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus,
hal ini dapat diselesaikan secara musyawarah namun banyak perselisihan dalam
rumah tangga yang bahkan terbilang kecil dapat mengakibatkan rusaknya
kerukunan rumah tangga di antara suami dan istri. Hal tersebut biasa dikenal dengan
nusyuz, yaitu kedurhakaan istri dan rasa besar diri terhadap suami.*

Secara bahasa Arab, nusyuz berasal dari kata nazaya-yansyuzu-nasyazan
yang bermakna “meninggi” atau “menonjol”. Namun, dalam konteks hubungan
suami istri, istilah ini berkembang menjadi makna ketidakpatuhan, penolakan, atau
sikap membangkang. Sikap tidak taat atau tidak patuh dapat muncul dari pihak istri
maupun suami, baik itu ketidakpatuhan salah satu pasangan atau sikap yang
mengarah pada ketidakpatuhan.?

Menurut pandangan Slamet Abidin dan Aminuddin, nusyuz adalah tindakan
membangkang atau durhaka. Secara lebih spesifik, nusyuz merujuk pada keadaan

ketika seorang istri melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan tuntutan suami

! Syafri Muhammad Noor, Ketika Istri Berbuat Nusyuz, (Jakarta Selatan: Rumah Figih
Publishing, 2018), 21.

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2006), 190.



tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat. Misalnya terlihat dari sikap istri
yang tidak menaati suaminya atau menolak ajakan suami untuk berhubungan/ke
tempat tidur.?

Nusyuz menurut para fugaha memiliki beberapa pendapat: Menurut mazhab
Hanafiyyah seperti yang dikemukakan oleh Saleh Ganim yaitu ketidaksengajaan
yang terjadi di antara suami istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat nusyuz adalah
saling menganiaya antara suami istri. Ulama Hambaliyah mendefinisikan bahwa
nusyuz adalah saling menganiaya antara suami istri. Ulama Hambaliyah
mendefinisikan dengan ketidaksengajaan dari pihak istri atau suami yang disertai
dengan pergaulan yang tidak harmonis. Sedangkan menurut ulama mazhab
Syafi’iyah mendefinisikan sebagai perselisihan di antara suami istri.*

Adapun beberapa perbuatan istri yang tergolong nusyuz, antara lain: istri
menolak pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan
sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
Jika suami dan istri tinggal di rumabh istri atas izin dari pihak suami (bukan karena
recana untuk pindah), lalu kemudian pada suatu waktu istri melarang suami untuk
tinggal/berada di rumah yang disediakan tersebut. Istri menolak ajakan suami untuk
tinggal menetap di rumah yang telah disediakan suami tanpa alasan yang dapat
diterima. Istri bepergian tanpa suami atau mahramnya, sekalipun perjalanan itu

sebenarnya diwajibkan (misalnya ibadah haji). Alasannya, bepergian perempuan

3 Slamet Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahat I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),
185.

4 Shafra, Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Perspektif Fikih,
(Bukittinggi: IAIN BUKITTINGGI, 2020), 10.



tanpa suami atau mahram termasuk perbuatan yang mengarah pada kemaksiatan
(tidak sesuai ketentuan syariat).®

Allah SWT telah menetapkan hukuman bagi seorang istri yang melakukan
nusyuz apabila sudah tidak bisa dinasehati lagi, sebagaimana telah disebutkan

dalam QS An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

wwuu ;.@J\,,\ ,M,\ L%M& AR Mu;ms&ww,;\

5512 36 &1 /fré*b/i ' \)vru i o 'Jwab
Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri)
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian
yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka
yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada
karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu
khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka
di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu), pukullah mereka
(dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka

menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan
mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Berdasarkan ayat di atas menekankan kewajiban istri untuk taat dan patuh
terhadap suami yang apabila istri tidak dapat patuh maka akan ada konsekuensi
yang diberikan oleh suami bahkan berakhir pada perceraian. Pada hakikatnya dari
penjelasan di atas nusyuz lebih melekat pada seorang istri.

Perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh istri dapat menggugurkan haknya
dalam nafkah setelah terjadinya perceraian. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan
kata nusyuz dalam pasal 80, pasal 84, serta pasal 152. Dalam pasal 80 ayat 7,

disebutkan bahwa ketika seorang istri nusyuz, maka sang suami dibebaskan dari

5> Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahat 1., 186



wajibnya tanggung jawab berupa pakaian, nafkah, tempat tinggal, biaya rumah
tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istrinya. Pada pasal 84, disebutkan di
mana kewajiban suami menjadi gugur terhadap istri yang lalai dengan
kewajibannya. Nusyuz juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam hanya
terjadi pada istri dan tidak pada suami hal ini terdapat dalam pasal 152 yang
berbunyi “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya kecuali ia
nusyuz”.

Nusyuz dalam konteks hukum perkawinan Islam biasanya diterapkan setelah
akad nikah dilangsungkan, berbeda dengan ketentuan yang telah dijelaskan di atas,
terdapat fenomena di mana perilaku yang dilakukan salah satu pihak sebelum akad
nikah seperti ketidakjujuran atau perselingkuhan dianggap oleh masyarakat dan
seringkali dijadikan dalil di Pengadilan sebagai bentuk nusyuz.

Pada kenyataannya, masyarakat masih awam dalam memahami definisi dari
nusyuz maupun dampak yang timbul dari perbuatan nusyuz tersebut. Dalam
masyarakat pun lebih mengenal kejadian tersebut dari faktor-faktor yang
mendasarinya, daripada pemahaman mengenai istilah itu sendiri. Oleh karena itu
untuk menggolongkan kejadian tersebut menjadi nusyuz masih belum dapat
dipahami oleh masyarakat tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
dalam pasal 39 menjelaskan tentang alasan perceraian tetapi tidak menjelaskan
secara tegas terkait perselingkuhan bisa dijadikan alasan perceraian. Dalam pasal

39 point a berbunyi “apabila salah satunya melakukan zina atau tukang pemabuk,



penjudi dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan”, yang dalam perceraian
tersebut menjelaskan tentang jika salah satunya berbuat zina.

Berdasarkan putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pariaman menyatakan bahwa termohon tidak terbukti sebagai
seorang istri yang nusyuz disebabkan kejadian termohon berselingkuh tersebut
terjadi sebelum adanya akad perkawinan antara pemohon dan termohon. Sehingga
termohon tidak dapat dibuktikan nusyuz atau membangkang kepada suaminya.

Dalam perkara cerai talak ini antara Pemohon dan Termohon sudah
melangsungkan perkawinan pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan sesuai syariat
agama Islam dan sesuai aturan hukum. Perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor
Urusan Agama setempat. Dalam perkawinan ini Pemohon dan Termohon belum
pernah tinggal serumah secara bersama dan tidak pernah tidur bersama setelah
perkawinan atau yang biasa disebut gabla dukhul.

Pada dasarnya, dari awal rumah tangga pemohon dan termohon tidak berjalan
dengan harmonis semenjak terbuktinya peristiwa selingkuh dengan laki-laki lain
yang dilakukan oleh termohon menjelang akad atau H-1 pernikahan dan pada
akhirnya pemohon berusaha mengajukan pembatalan perkawinan ke KUA namun
termohon tidak mau justru ingin menyelesaian di Pengadilan Agama dan itu
terbukti saat persidangan termohon mengakui berdasarkan bukti chat pemohon dan
termohon.

Sejak pesta perkawinan pada bulan Oktober 2024 pemohon tidak pernah satu
rumah secara berduaan atau bersama dengan termohon dan pemohon tidak pernah

tidur bersama atau disebut gabla dukhul karena dari awal pemohon sudah merasa



kecewa dan tidak memiliki kasih sayang pada Termohon. Selama berpisah bahkan
dalam masa belum bercerai secara hukum atau sidang di Pengadilan Termohon
masih berhubungan dengan laki-laki yang sama atau sudah berselingkuh dengan
laki-laki tersebut.

Berdasarkan fakta persidangan, Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa
Termohon tergolong sebagai istri yang nuyuz atau istri yang pembangkang
disebabkan kejadian Termohon berselingkuh tersebut terjadi sebelum adanya akad
perkawinan antara pemohon dan termohon. Sehingga Hakim berpendapat
Termohon tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz atau pembangkang pada
suaminya.

Dalam Undang-Undang di Indonesia, baik itu Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak ada
ketentuan hukum yang tegas mengenai perilaku yang dilakukan sebelum akad nikah
dikategorikan nusyuz meskipun hal ini berdampak pada kerukunan dan
keharmonisan rumah tangga setelah adanya akad perkawinan.

Selanjutnya dinyatakan dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam
bahwa “Bagaimana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib
memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda,
kecuali bekas istri tersebut gabla al-dukhul.” Selain itu diatur pula dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan “mengakomodir

Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan



Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai talak dapat diberikan
mut’ah, dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.”

Figh munakahat secara umum mengkaji nusyuz setelah adanya akad
perkawinan, di mana seorang istri yang diharuskan untuk taat dan patuh kepada
suaminya sesuai dengan hak dan kewajiban yang timbul setelah terjadinya akad
perkawinan. Namun pada kenyataannya fenomena nusyuz seringkali terjadi di
kalangan masyarakat sebelum akad perkawinan. Suami yang mengajukan
permohonan cerai di pengadilan dengan dalil bahwa seorang istri telah melakukan
nusyuz sebelum adanya akad perkawinan itu sendiri. Dalam putusan pengadilan
agama majelis hakim menyatakan istri tidak nusyuz karena kejadian perselingkuhan
terjadi sebelum ada perkawinan yang dalam hal ini timbul sebuah pertanyaan terkait
perilaku yang mirip nusyuz sebelum adanya akad perkawinan apakah dapat
dikategorikan sebagai nusyuz dalam figh munakahat.

Nusyuz biasanya terjadi ketika seseorang sudah menikah sedangkan dalam
putusan Pengadilan Agama Pariaman ini menarik untuk diteliti karena nusyuz
terjadi sebelum adanya akad perkawinan. Oleh karena itu, berdasarkan latar
belakang di atas, penulis akan meneliti permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang
berjudul: “Nusyuz Sebelum Akad Perkawinan Dalam Perspektif Figh Munakahat
(Studi Kasus Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya,

maka berikut ini akan penulis rumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab

dalam tulisan ini, yaitu:



1. Bagaimana pandangan hakim terhadap kondisi perselingkuhan istri sebelum

akad perkawinan?

2. Bagaimana pemenuhan hak terhadap istri yang dicerai talak oleh suami dalam

keadaan gabla dukhul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pandangan hakim terhadap kondisi perselingkuhan istri

sebelum akad perkawinan.

b. Untuk mengetahui pemenuhan hak terhadap istri yang dicerai talak oleh suami

dalam keadaan gabla dukhul.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan setelah diselesaikan dalam bentuk skripsi
baik kegunaan bagi penulis secara pribadi maupun orang lain (pembaca). Berikut
adalah kegunaan penelitian ini :

a. Untuk menambah wawasan penulis dalam persoalan nusyuz yang terjadi
sebelum akad perkawinan yang terjadi pada perkara putusan nomor
360/Pdt.G/2025/PA.Prm.

b. Untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti atau pembaca yang tertarik
dengan tema seperti yang penulis teliti.

c.  Untuk menambah koleksi buku di perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek

Bukittinggi.



d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal al-Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek
Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul nusyuz ini sebelumnya sudah banyak yang dilakukan
oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, thesis, disertasi,
termasuk tulisan-tulisan dalam jurnal-jurnal. Fokus penulis dalam melihat
penelitian terdahulu ini lebih kepada penelitian dalam bentuk skripsi, dan
setidaknya penulis menemukan lima penelitian yang mendekati dengan penelitian
penulis. Berikut akan penulis gambarkan penelitian-penelitian itu secara ringkas.

Pertama, skripsi yang ditulis olen Nabila Anggelina Putri yang berjudul

“Kedudukan Nafkah Istri yang Nusyuz Pendapat Asy-Syarbainy Dan Ibnu Hazm

(Analisis dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj dan Al-Muhalla)”. Skripsi ini ditulis pada

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2022. Rumusan masalahnya

menanyakan tentang apa yang menjadi perbedaan pendapat antara asy-Syarbainy

dan Ibnu Hazm mengenai kedudukan nafkah istri yang nusyuz dan di antara kedua
pendapat tersebut pendapat manakah yang mempunyai alasan terkuat untuk dapat
dijadikan pedoman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan

pendapat antara asy-Syarbainy dan Ibnu Hazm adalah mengenai pengaruh



perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh istri terhadap kewajiban suami untuk
memberi nafkah.®

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Anisa Khairani yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Tentang Nusyuz Bagi Istri Di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan
IV Koto”. Skripsi ini ditulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2025.
Rumusan masalahnya menanyakan tentang bentuk-bentuk yang mempengaruhi
istri nusyuz sebagai pencari nafkah, dampak yang disebabkan dari istri nusyuz
dalam keharmonisan rumah tangga dan tinjauan hukum Islam tentang nusyuz bagi
istri nusyuz sebagai pencari nafkah di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan 1V
Koto. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor ekonomi yang lemah,
ketidakmampuan suami untuk bekerja, serta kurangnya tanggung jawab suami,
menjadi pemicu utama yang mendorong terjadinya nusyuz pada istri di Kenagarian
Koto Gadang.’

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Tamami yang berjudul “Analisis
Terhadap Ketentuan Nusyuz Istri Perspektif Hukum Positif dan Figih”. Skripsi ini
ditulis pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2022. Rumusan masalahnya
menanyakan tentang bagaimana pertimbangan hakim pada perkara nomor

1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn dalam memutuskan menolak pemberian kategori nusyuz

® Nabila Anggelina Putri, “Kedudukan Nafkah Istri Yang Nusyuz Pendapat Asy-Syarbainy
Dan Ibnu Hazm (Analisis Dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj Dan Al-Muhalla)”, (Bukittinggi:
Fakultas Syariah UIN Bukittinggi (Skripsi), 2022), 93.

" Anisa Khairani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Nusyuz Bagi Istri Di Kenagarian Koto
Gadang Kecamatan IV Koto”, (Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi (Skripsi), 2025), 63.
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oleh istri kepada suami dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara
tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil pertimbangan hakim bahwa hal-
hal yang terkait dengan kesaksian tergugat yang menyatakan bahwasanya
penggugat dalam hal ini istri sudah berlaku nusyuz dikarenakan penggugat selaku
istri telah pergi tanpa seizin tergugat tidaklah dapat dikategorikan penggugat selaku
istri yang nusyuz, karena fakta dipersidangan menunjukan bahwa tergugat selaku
suami belum menyediakan tempat tinggal untuk istri. Secara hukum Islam
perbuatan yang dilakukan istri sudah dapat dikategorikan nusyuz karena dirinya
telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan telah membangkang
kepada suaminya.®

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ilmiati yang berjudul “Dampak Nusyuz
Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus di Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawah Tengah, Kab. Tulang Bawah
Barat)”. Skripsi ini ditulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro 2024. Rumusan masalahnya
menanyakan tentang bagaimana dampak nusyuz istri terhadap keharmonisan
keluarga dalam perspektif hukum Islam di Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawah
Tengah, Kab. Tulang Bawah Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak
nusyuz istri terhadap keharmonisan keluarga dapat berpengaruh dalam hubungan

suami istri, serta berpengaruh terhadap mental anak juga.®

8 Ahmad Tamimi, “Analisis Terhadap Ketentuan Nusyuz Istri Perspektif Hukum Positif
Dan Figih”, (Jakarta: Fakultas Syariah UIN Jakarta (Skripsi), 2022), 73.

® Mlmiati, “Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawah Tengah, Kab. Tulang Bawah
Barat”, (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Metro (Skripsi), 2024), 73.
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Kelima, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Istri
di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu)”. Skripsi
ini ditulis oleh Reza Puspita pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021. Rumusan
masalahnya menanyakan tentang faktor penyebab istri nusyuz terhadap suami di
masa pandemi covid 19 di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu dan bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap nusyuz istri di masa pandemi covid 19 di
Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu. Hasil penelitiannya menemukan bahwa faktor
penyebab terjadinya nusyuz istri di masa pandemi covid 19 di Kecamatan
Sukoharjo, Pringsewu bersumber dari beberapa faktor yaitu: faktor ekonomi, faktor
kejenuhan di antara pasangan suami istri dan faktor kurangnya pengetahuan agama.
Tinjauan hukum Islam terhadap nusyuz istri pada masa pandemi covid 19 di
Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu yaitu kedurhakaan (nusyuz) yang dilakukan istri
kepada suami dapat disimpulkan bahwa ketika istri tidak mampu memenuhi
kewajibannya namun suami tidak keberatan maka istri tidak berdosa, ketika istri
bahkan nusyuz maka hukumnya haram atau dosa.*

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah digambarkan di
atas, maka penulis menemukan ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian
yang penulis lakukan. Persamaannya terletak pada bahasan utama tentang nusyuz.
Adapun perbedaannya terdapat pada nusyuz sebelum akad di mana pada penelitian

sebelumnya membahas terkait nusyuz istri yang dilakukan setelah akad perkawinan

10 Reza Puspita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Istri Di Masa Pandemi Covid
19 (Studi Di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu)”, (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan
Lampung (Skripsi), 2021), 47.
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telah dilaksanakan. Sedangkan yang akan penulis teliti terkait nusyuz yang
dilakukan oleh calon istri sebelum akad perkawinan atau sebelum adanya ikatan
perkawinan yang sah.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sebelum penulis melanjutkan ke pembahasan berikutnya, maka terlebih
dahulu akan dijelaskan kata-kata yang mungkin dipahami berbeda oleh pembaca.
Ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan di sini, antara lain kata Nusyuz, akad
perkawinan, fikih munakahat.

Kata pertama adalah nusyuz yang berasal dari kata nasyaza-yansyuzu-
nusyuuzan yang artinya tinggi atau timbul kepermukaan. Yang secara istilah nusyuz
memiliki artinya pembangkangan seorang istri terhadap suaminya dalam hal yang
mewajibkanya untuk mentaati. Dari definisi ini, nusyuz dapat dipahami sebagai
suatu bentuk pembangkangan seorang istri dalam melanggar kewajibannya
terhadap suaminya. Menurut Ahmad Warson, nusyuz adalah suatu hal yang timbul
dari dalam, atau dari tempatnya. Konteksnya dalam hubungan suami istri diartikan
sebagai bentuk sikap istri yang durhaka, menghiraukan, melawan atau menentang
dan membenci suaminya.™

Kata kedua adalah akad perkawinan yang berasal dari dua kata yaitu akad dan
perkawinan. Kata akad artinya janji, atau perjanjian. Sedangkan perkawinan adalah
akad atau perjanjian yang menjadikan suatu hal yang haram menjadi halal sebagai

sepasang suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan.*? Jadi akad

11 Rusdaya Basri, Fikih Munakahat 2, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020),
89

12 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 1
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perkawinan merupakan suatu perjanjian yang berlangsung antara sepasang suami
istri yang melaksanakan perkawinan dalam bentuk ijab dan gabul.

Kata ketiga adalah figh munakahat, merupakan sebuah ilmu yang
menerangkan tentang tata cara dalam suatu ibadah yang meliputi berbagai macam
dari pengertian, dasar hukum dan prosedur yang berkaitan tentang perkawinan,
talak, dan lain sebagainya yang berlaku bagi seluruh umat beragama Islam.*

Berdasarkan makna kata-kata di atas dapat menjelaskan bahwa secara
keseluruhan judul skripsi ini adalah pemahaman secara mendalam terkait perilaku
sebelum perkawinan apakah dapat dikategorikan nusyuz berdasarkan pada
perspektif figh munakahat.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dimaksud ini adalah jenis penelitian lapangan (field
Reserch). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang menggunakan sebuah
informasi yang didapat dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut sebagai
responden dan informan melalui teknik pengumpulan data seperti angket,
observasi, wawancara dan sebagainya.'* Penelitian lapangan dengan data utama
yang berasal dari informan penelitian yang ada di tempat penelitian.

Adapun pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan kualitatif, yaitu
metode penelitian yang terstruktur yang berguna untuk mengkaji atau meneliti

suatu objek tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa pengujian hipotesis,

13 Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh Munakahat
Khitbah, Nikah, Dan Talak (Jakarta: Amzah, 2009), 39

14 Annita Sari et al., Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Jayapura: CV. Angkasa
Pelangi, 2023), 22
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mengunakan metode yang alamiah ketika melakukan penelitian yang diharapkan
bukanlah pada kuantitas melainkan bermakna segi kualitas dari fenomena yang
telah diamati.*
2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mengenai dari mana data diperoleh. Apakah
data diperoleh secara langsung (data primer) atau data yang diperoleh secara tidak
langsung (data sekunder). Ketepatan dalam memilih serta menenukan data yang
digunakan akan memperbanyak dan memperdalam data yang diperoleh.®
a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil
wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama tersebut dan salinan dari putusan
perkara nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm.
b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber informasi yang merupakan bahan
penunjang untuk melengkapi data dalam suatu analisis. Dalam penelitian ini penulis
mengunakan data sekunder yang diperoleh melalui hakim di Pengadilan Agama
Pariaman dan data tertulis yang diperoleh berkenaan dengan penelitian yang
dilakukan untuk menganalisis data yang didapatkan.
3. Metode Pengumpulan Data

Adapun beberapa cara penulis lakukan untuk mendapatkan data penelitian ini,

yaitu:

15 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian,
(Depok: Ar-Ruzz Media, 2012), 22

16 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: PT RajaGrafindo
Persada, 2018), 214
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a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara periset, yaitu seseorang yang
memerlukan sebuah informasi dan informan seseorang yang dianggap mempunyai
informasi tentang suatu objek yang akan diteliti.” Wawancara yang dilakukan guna
mendapatkan data-data yang penulis perlukan dengan cara mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya atau yang biasanya dikenal dengan
wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka langsung
dengan Hakim. Apabila informan tidak dapat ditemui secara langsung, atau karena
adanya kendala lainnya maka penulis akan melakukan wawancara dengan
menggunakan media sosial seperti melalui telepon, video call, chatting di whatsapp,
dan lain-lain sebagainya jika telah disetujui oleh informan.
b. Observasi

Teknik ini menuntut adanya sebuah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti
baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.®
Langkah awal yang penulis lakukan yaitu menentukan tempat yang akan diteliti
yaitu Pengadilan Agama Pariaman. Setelah itu penulis melanjutkan dengan mencari
informasi yang lebih rinci dengan bertanya kepada Hakim.
c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
metodologi penelitian sosial. Intinya dokumentasi merupakan metode yang

dilakukan guna menelusuri data historis.** Mengumpulakan data yang telah siap,

17 Rachmat Kriyantono, Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),
100

18 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), 140

19 Sulaiman Saat, Pengantar Metodologi Penelitian, (Sulawesi: Pusaka Almaida, 2019), 97
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yang sudah berlalu, atau data sekunder. Dalam pengumpulan data, digunakan

sebuah pedoman atau format dokumentasi yang sudah disiapkan oleh pengumpul

data.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang telah penulis dapatkan di lokasi penelitian sebelumnya akan
dilakukan pengolahan dan analisis data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Mencatatkan kembali data dengan melakukan salinan hasil dari wawancara
tersebut. Hasil wawancara akan dituliskan sesuai dengan yang aslinya.

b. Mengkategorikan data tersebut sesuai dengan jenis-jenis pertanyaan yang telah
dilakukan sebelumnya.

c. Menuliskan hasil data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan
metode analisis deskriptif. Yaitu penggambaran data yang sesuai dengan
informasi yang didapatkan kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis
untuk mendapatkan gambaran masalah yang ada.

5. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada Buku Pedoman

Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

tahun 2023. Adapun dalam hal-hal tertentu mengikuti arahan dan petunjuk dari

dosen pembimbing.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai
bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini

secara lengkap.
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Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab | yang merupakan bagian
pendahuluan. Bagian pendahuluan merupakan suatu pengantar yang akan
membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya terdiri dari latar belakang
masalah berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk
diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan
definisi operasional, metode penelitian, dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab Il penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang
perkawinan. Bab Il ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur
dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Teori
perkawinan yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan pengertian
perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, dan
hikmah perkawinan.

Untuk lebih lanjut terhadap penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan
yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan teori “nusyuz”.
Sub-sub bahasan yang yang akan dijelaskan antara lain pengertian nusyuz, dasar
hukum nusyuz, macam-macam nusyuz, dan hikmah nusyuz.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang
memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang
telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang Nusyuz sebelum akad
perkawinan dalam perspektif figh munakahat (studi kasus putusan nomor

360/Pdt.G/2025/PA.Prm tersebut
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Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis

yang akan penulis tuangkan dalam bab V.
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BAB I
LANDASAN TEORI
A. Nusyuz
1. Pengertian Nusyuz

Secara bahasa Arab, nusyuz berasal dari kata nazaya—yansyuzu—nasyazan wa
nusyuzan yang bermakna “meninggi” atau “menonjol”.* Namun, dalam konteks
relasi suami-istri, istilah ini kemudian berkembang menjadi makna ketidakpatuhan,
penolakan, atau sikap membangkang. Sikap tidak taat atau tidak patuh dapat
muncul dari pihak suami maupun istri, baik berupa ketidakpatuhan salah satu
pasangan maupun sikap yang mengarah pada ketidakpatuhan. Dalam penggunaan
istilah annusyuz kemudian berkembang menjadi al-insya’an yang bermakna
durhaka atau patuh.?

Secara istilah, nusyuz berarti sikap tidak mentaati ajaran Allah SWT,
khususnya dalam hal kewajiban untuk mentaati suami. Ketidaktaatan itu dapat
ditunjukkan melalui sikap pembangkangan kepada suami tanpa alasan yang logis
dan benar, atau tindakan istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau
minimal diduga dilakukan tanpa persetujuan suami.> Nusyuz dapat terjadi baik dari

pihak suami maupun istri.

1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2006), 190

2 Reni Solianti, Nurasiah, and Ravico, “Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi
Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab),” Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi
Mahasiswa 3, no. 3 (2023), 4

3 Zaitunah Subhan, Al-Qur’an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam
Penafsiran, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 181

20



21

Dalam kitab fathul mu’in menyebutkan bahwa termasuk perbuatan nusyuz,

apabila seorang istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan oleh suami,

sekalipun ia sedang sibuk dalam mengerjakan sesuatu. Hal ini menjelaskan bahwa

tidak ada alasan sedikitpun yang diberikan seorang istri untuk tidak menjalankan

kewajibannya kepada suaminya.

Para ulama memberikan definisi nusyuz dengan cakupan yang bersifat umum

maupun khusus, tergantung pada perspektif dan siapa yang menjadi pelaku nusyuz.

Definisi yang mereka kemukakan antara lain:

a.

Ulama Hanafiyyah mendefinisikan nusyuz secara umum sebagai sikap saling
membenci;

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menyakiti atau
menganiaya antara suami dan istri;

Imam al-Qurtubi, dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa nusyuz merupakan
kebencian suami maupun istri (atau salah satu di antara keduanya) terhadap
pasangannya;

Ulama Syafi’iyyah mengatakan bahwa nusyuz adalah pertentangan antara suami
dan istri;

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa nusyuz adalah kebencian disertai
pergaulan yang buruk antara suami dan istri.*

Dari definisi di atas, para ulama mendefinisikan nusyuz tidak jauh berbeda,

nusyuz bisa saja terjadi pada suami maupun istri, baik pada permasalahan yang

4 Shaleh bin Ghanim, Jika Suami Istri Berselisih: Bahagimana Mengatasinya, terj. H.A.

Syaugqi Algadri, Cet. Ke-4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 25-26
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timbul dari pribadi istri atau suami, yang di dalamya terdapat kebencian,
perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan yang menunjuk kepada perebutan hak
yang menimbulkan permasalahan dalam keluarga.®

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya mendefiniskan nusyuz sebagai
ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap sesuatu yang mesti dipatuhi dari
seorang istri ke suami maupun dari suami ke istri.® Sedangkan Syaikh Uwaidh
mendefinisikan nusyuz sebagai bentuk perilaku meninggalkan kewajiban suami
istri bagi salah satu pasangan.’

Dari berbagai definisi mengenai nusyuz di atas dapat disimpulkan bahwa
pengertian nusyuz adalah suatu sifat pembangkangan, kedurhakaan, kebencian,
ketidaktaatan atau ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya maupun
sebaliknya.

2. Dasar Hukum Nusyuz

Dalam Islam terdapat dalil-dalil yang menerangkan terkait nusyuz, adapun
dalil-dalil tersebut sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Nusyuz Menurut Al-Qur’an

1) QS An-Nisa ayat 34
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> Ghanim., 25-26

& Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. Ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996), 1353-1354

7 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, Figih Wanita, terj. oleh Abdul Ghaffar dan Yasir
Abdul Muthalib (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2013), 441
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Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri)
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian
yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka
yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada
karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu
khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka
di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka
(dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka
menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan
mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat di atas menerangkan bahwa seorang suami berkewajiban menafkahi
istrinya selama sang istri tetap taat pada suami dan menjaga dirinya hanya untuk
suami. Karena laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, maka perempuan yang
mentaati suaminya juga turut berkewajiban menjaga hak-hak tersebut. Dengan
demikian, nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami selama istri masih berada
dalam ikatan perkawinan dan tidak terjadi nusyuz dari pihak istri.®

2) QS An-Nisa ayat 128
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Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau
bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengdakan perdamaian yang
sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu
tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan
memelihara dirimu (dari nusuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh Allah

Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, nusyuz dapat dilakukan oleh istri

maupun suami. Hal ini terjadi karena nusyuz merupakan sikap atau perilaku yang

& |bnu Katsir, Tafsir lbnu Katsir Jilid 3, terj. Ahmad Muhammad Syakir (Jawa Tengah:
Insan Kamil, 2015), 396
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muncul akibat keimanan yang melemah, sehingga seseorang mudah tergoda oleh
godaan setan. Akibatnya, ia lalai atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.
b. Dasar Nusyuz Menurut Hadis

1) Hadis Riwayat Bukhari
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Artinya: Dari Hakim ibn Muawwiyah al-Qusyairy dari ayahnya berkata: “Saya

bertanya wahai Rasulullah apakah hak seorang istri pada suaminya?”

beliau menjawab: “Hendaklah kamu memberinya makan jika kamu

makan, berikanlah ia pakaian apabila kau berpakaian, janganlah kamu

pukul wajahnya, janganlah kamu menjelekannya dan janganlah kamu
meninggalkannya kecuali masih serumah.”(HR. Abu Dawud).®

2) Hadis Riwayat Al-Bukhari
525 555m ol 38 sl ol o8 Bl R RE 58 8
iz £ of caliasl 3 Q) el Jaslles sl JB oy cleal [ 3 52 i
(sl ol )emss B B
Artinya: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ibn abi Adi
menceritakan kepada kami dari Syu’bah dari Sulaiman dari Abi Hazim
dari Abu Hurairah ra. Berkata Rasulullah SAW bersabda: “apabila
seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya,

kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suaminya,
malaikat melaknatnya sampai subuh.” (HR. Al-Bukhari).*°
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Dalam hadis pertama menyampaikan bahwa hak-hak istri pada suaminya dan
juga terkait perlakuan seorang suami yang apabila seorang istri melakukan suatu
kesalahan jangan sampai seorang suami melakukan hal yang tidak sukai oleh Allah

SWT. Hadist kedua di atas menunjukkan bahwa ketika suami meminta untuk

® Bey Avrifin dan dkk, Terjemah Sunan Abu Dawud, Jilid 2 (Semarang: CV. Asy Syifa’,

1991), 728
10 Muhamad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Jilid 7 (Beirut: Daru Thuqu an-
Najah, 2001), 30. 5113
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berhubungan seksual dengan istrinya, maka istri tidak dibenarkan menolaknya.
Sebab melayani suami dalam hal wat’i (bersetubuh) termasuk kewajiban istri
sebagai bagian dari hak suami. Walaupun pada dasarnya kebutuhan seksual
merupakan kebutuhan bersama karena masing-masing pihak memiliki hak untuk
melakukan hubungan seksual namun jika istri enggan atau menolaknya, maka ia
akan mendapat laknat Malaikat hingga datang waktu subuh.

3. Macam-Macam Nusyuz

a. Nusyuz Istri

Nusyuz berasal dari kata bahasa Arab yang artinya meninggi atau terangkat.
Apabila seorang istri disebut nuyuz terhadap suaminya, itu berarti istri merasa
kedudukannya lebih tinggi dibanding sang suami. Akibatnya, ia merasa tidak lagi
perlu untuk mematuhi suaminya.** Nusyuz dari pihak istri dipahami sebagai kondisi
ketika seorang istri tidak lagi mau menaati suaminya, yang biasanya terlihat dari
adanya perasaan tidak suka atau ketidaksenangan terhadap suaminya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, nusyuz istri adalah bentuk kedurhakaan seorang
istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang menjadi kewajiban baginya. Nusyuz
juga dapat ditandai dengan adanya sikap saling membenci di antara keduanya,
termasuk ketika istri keluar rumah tanpa izin suami.*? Selain itu, meninggalkan
rumah tanpa alasan syar‘i yang dibenarkan atau menghalangi suami untuk masuk
ke rumah sebelum suami memintanya pindah ke tempat lain juga termasuk bagian

dari nusyuz.

11 Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, Figih Munakahat, (Solo: Kiswah Media, 2018), 51
12 \Wahbah Zuhaili, Tafsir al-Munir al-Agidah wa al-Manhaj, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-
Fikr, 2003), 311
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Nusyuz istri dipahami sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan istri
terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat, terutama yang
berkaitan dengan ketaatanya kepada suaminya.** Dalam praktiknya, nusyuz sering
dipandang sebagai tindakan yang seolah-olah menempatkan istri pada posisi yang
lebih tinggi daripada suami. Dengan demikian, nusyuz dapat muncul karena adanya
ketimpangan relasi dalam rumah tangga, misalnya ketika dominasi suami tidak
berjalan sebagaimana semestinya.

Para ulama (fugaha) mengemukakan berbagai definisi mengenai nusyuz istri.
Menurut mazhab Maliki, nusyuz adalah ketika istri tidak taat kepada suaminya,
menolak untuk berhubungan intim, menjauh ke tempat yang ia ketahui tidak
diizinkan oleh suaminya, serta mengabaikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan
dengan Allah, seperti meninggalkan puasa ramadhan.4

Sejalan dengan itu, mazhab Hambali juga memandang nusyuz sebagai sikap
istri yang tidak memberikan hak-hak suami yang menjadi kewajibannya untuk
dipenuhi karena adanya pernikahan. Contohnya menolak berhubungan intim, serta
tindakan lain yang menunjukkan ketidakpatuhan istri terhadap suami. Sementara
mazhab Syafi’i memberikan definisi lebih ringkas, yakni nusyuz adalah sikap istri
yang tidak menaati suaminya, tidak menjalankan ketentuan agama terkait hak-hak
suami.*

. Nusyuz Suami

13 Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim Salim, Fikih Sunnah Untuk Wanita, (Jakarta:
Perpustakaan Nasional, 2007), 739

14 Ghanim, Jika Suami Istri Berselisih: Bahagimana Mengatasinya., 26

15 Ghanim., 27
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Nusyuz tidak hanya berasal dari pihak istri tapi dapat juga berasal dari pihak
suami. Selama ini, nusyuz disalahpahami bahwa nusyuz hanya dari pihak istri saja.
Padahal dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 128 menyebutkan bahwa adanya
nusyuz dari suami.

Nusyuz dari pihak suami berarti kedurhakaan suami kepada Allah akibat
meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. Keadaan ini terjadi apabila suami
tidak memenuhi kewajiban kepada istrinya, baik kewajiban yang bersifat materi,
seperti memberi nafkah, maupun kewajiban non materi, seperti tidak menggauli
istrinya, seperti mua 'asyarah bi al-ma ruf atau mempergauli istri dengan cara yang
baik.16

Ketentuan mu ‘asyarah bi al-ma‘ruf ini maknanya luas, yaitu mencakup
segala bentuk sikap dan perlakuan yang disebut sebagai menggauli istri dengan cara
buruk, misalnya berlaku kasar, menyakiti istri secara fisik maupun mental, tidak
melakukan hubungan badan dalam waktu yang semestinya tanpa alasan yang
dibenarkan, serta tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip memperlakukan
istri secara baik.

Nusyuz yang dilakukan suami dapat muncul dalam bentuk perkataan maupun
perbuatan, misalnya®’:

1) Kesombongan, keangkuhan, dan sikap sewenang-wenang suami terhadap

istrinya.

16 Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 193
17 Muhammad Abdul Ghofar, Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya, Cet. Ke-2
(Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1993), 118
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2) Bersikap memusuh istri, baik melalui tindakan seperti memukul, maupun
melalui ucapan seperti cercaan dan hinaan, yang pada akhirnya memperburuk
hubungan suami dan istri.

3) Tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, seperti tidak memberikan
nafkah dan kewajiban-kewajiban lainnya.

4) Merusak hubungan dengan istri, antara lain dengan memisahkan tempat tidur,
memutus komunikasi, dan tindakan serupa. Apabila terjadi nusyuz dari pihak
suami, maka istri diperbolehkan untuk memberi nasihat dan memberikan
peringatan kepada suami mengenai hak-hak istri atas dirinya.

4. Penyelesaian Nusyuz

a. Penyelesaian Nusyuz Istri

Ketika istri melakukan nusyuz, tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu
saja. Sebagaimana pemimpin dalam keluarga, suami mempunyai kewajiban untuk
membina dan memberi arahan kepada istri agar ia mau meninggalkan kewajibannya
untuk membina dan memberi arahan kepada istri agar ia mau meninggalkan
perbuatan nusyuznya, sehingga rumah tangga kembali berjalan dengan baik dan

harmonis. 8

Menurut Muhammad ‘Ali al-Shabuni, ketika istri melakukan nusyuz, Islam
telah menetapkan langkah-langkah yang jelas untuk mengatasinya, yaitu:

a. Memberinya nasihat dan bimbingan dengan cara yang bijaksana serta

menggunakan tutur kata yang baik;

18 Saibatul Hamdi dan Ahya Ulumiddin, Menyikapi Nusyuz dakam Keluarga: Ikhtiar
Mewujudkan Keluarga yang Harmonis (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i dan hambali), al-
Mudarris: Jurnal Pendidikan Islam 12, no. 1 (2019), 80
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b. Memisahkan tempat tidur dan tidak bergaul dengannya untuk sementara waktu;

c. Memberikan pukulan yang tidak melukai, misalnya menggunakan siwak atau
sejenisnya, dengan maksud sebagai bentuk teguran atau pelajaran;

d. Jika ketiga langkah tersebut belum berhasil juga mengatasi nusyuz, maka
ditempuh upaya dengan bertahkim, yakni mengangkat seorang atau pihak hakim
untuk mencari penyelesaiannya.*®

Allah SWT telah menetapkan beberapa cara untuk mengatasi kemungkinan
nusyuz yang terjadi pada seorang istri, sebagaimana yang telah diterangkan dalam
surat an-Nisa ayat 34, mengenai langkah-langkah yang di atas. Ulama fikih berbeda
pendapat dalam melaksanakannya, harus sesuai urutan atau tidak.

Menurut jJumhur ulama, terutama mazhab Hambali, langkah-langkah tersebut
harus sesuai dengan urutannya dan disesuaikan dengan tingkat kenusyuzannya.
Sedangkan mazhab Syafi’i, terutama Imam Nawawi, beranggapan bahwa dalam
melaksanakan langkah-langkah tersebut tidak mesti sesuai dengan urutannya, boleh
memulai pada urutan mana saja.

b. Penyelesaian Nusyuz Suami

Ketika seorang istri menghadapi nusyuz dari suaminya, atau kekhawatiran
terhadap suami akan meninggalkannya karena kondisi yang sakit, tua atau sudah
tidak menarik lagi maka keduanya bisa melakukan kesepakatan damai.?® Usaha
tersebut hendaknya dilakukan melalui musyawarah yang damai, dengan tutur kata

yang lembut.

19 Mu’ammal Hamidy dan Imran A. Manan, Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam ash-Sabuni,
(Surabaya: Bina llmu Offset, 2008), 370-371
20 Shafra, Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Perspektif Fikih, 46
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Jika suami melakukan nusyuz, terdapat beberapa tahapan yang dapat

ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut, di antara lain:

a.

Istri perlu berusaha memahami penyebab suami melakukan nusyuz.

Tujuannya agar istri tidak keliru menuduh, karena bisa saja tindakan nusyuz
tersebut dipicu oleh hal-hal yang berasal dari istri, misalnya karena kurangnya
perhatian istri kepada suaminya.

Setelah penyebab diketahui dan ternyata bukan karena kesalahan istri, maka
tugas istri adalah menasehati suami agar ia meninggalkan perbuatan nusyuznya.
Jika nasihat tidak berhasil, dianjurkan agar istri dan suami terlebih dahulu
menepuh perdamaian. Dalam upaya perdamaian ini, istri mungkin perlu
menerima berkurangnya sebagian haknya dari suami, contohnya tidak
memperoleh seluruh nafkah yang seharusnya. Namun hal itu dianggap lebih baik
daripada harus kehilangan keutuhan keluarga.

Apabila perdamaian tidak juga menjadi solusi, maka langkah terakhir adalah istri
dapat mengajukan khulu’ (perceraian dengan tebusan) kepada hakim. Pada tahap
ini, istri berkewajiban mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya.?

Adapun tindakan istri apabila menemukan pada suaminya sifat nusyuz, Allah

menjelaskan dalam surat an-Nisa ayat 128:
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Artinya: Seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak

acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya.
Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut

21 Aisyah Nurlia dan Dkk., Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam,

Pactum Law Journal 1, no. 4 (2018): 445-447
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tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari
nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap
apa yang kamu kerjakan.

Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau
menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya. Contohnya, istri bersedia
dikurangi beberapa haknya asal suami mau kembali berbaik-baik dengannya. Sudah
menjadi tabiat manusia untuk enggan melepaskan sebagian haknya kepada orang
lain dengan seikhlas hatinya. Dengan demikian, jika istri melepaskan sebagian
haknya, suami diperbolenkan menerimanya. Adapun yang disebutkan dengan shulh
adalah suatu perundingan yang membawa jalan kedamaian sehingga antara suami
istri tidak jadi bercerai.

B. Mut’ah
1. Pengertian Mut’ah

Secara bahasa mut’ah memiliki arti yaitu kesenangan.?? Secara istilah figih,
mut’ah memiliki definisi sebagai suatu pemberian seorang suami kepada istri akibat
terjadinya perceraian, sebagai bentuk penghibur atau ganti rugi.?® Pendapat lain
menyebutkan bahwa mut’ah merupakan pemberian dari suami kepada istri yang
ditalaknya melalui cerai talak, sebagai bentuk penghiburan agar perasaan istri tetap
terjaga dan sebagai kenang-kenangan dari perkawinan tersebut. Pemberian tersebut
bisa berupa uang, maupun perhiasan yang disesuaikan dengan kondisi serta

kemampuan ekonomi suami.?*

2 A \W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif,
1997), 1307

23 M. Bagir Al-Habsyi, Figih Praktis, (Bandung: Mizan, 2002), 230

24 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2007),
179
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Secara istilah mut’ah yaitu pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri
yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan
beberapa syarat.® Secara definisi makna mut’ah yaitu sejumlah harta yang wajib
diberikan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan
cara talak atau yang semakna dengannya.

Pengertian mut’ah secara istilah memiliki dua artian. Pertama, mut’ah dan
mata’ yaitu sesuatu yang diberikan kepada perempuan yang dicerai untuk
dimanfaatkan selama masa iddah. Kedua, mut’ah nikah yaitu ketika seorang laki-
laki yang mengikat janji dengan seorang perempuan dalam waktu tertentu dengan
sejumlah uang yang diberikan kepada perempuan tersebut, bila waktu yang
disepakati telah selesai maka laki-laki tersebut berpisah dengan perempuan tanpa
mengucapkan kata talak.?®

Ulama Syafi’i memberikan definisi mut’ah yaitu nama yang digunakan untuk
menyebutkan benda yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri
karena ia menceraikannya. Mut’ah adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh
suami kepada istrinya yang telah diceraikannya dengan cara cerai talak.?’

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 ayat (j), mengatakan mut’ah adalah
pemberian mantan suami kepada istri yang telah dijatuhi talak, baik dalam bentuk
benda ataupun uang dan lainnya. Pasal ini menjelaskan bahwa mut’ah adalah

sebuah kompensasi yang diberikan oleh mantan suami kepada istri yang diceraikan.

% Azzam dan Hawwas, Figh Munakahat Khitbah, Nilah, dan Talak, 29.

% Muhammad, “Nikah Mut’ah dalam Kitab Tafsir Al-Qur’an,” Jurnal Musawa 1, no. 2
(2002): 160-61.

27 syamsuddin Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbayniy, Mughni al-Muhtaj, Juz 3 (Beirut:
Dar al-Ma’rifah, 1997), 317.
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2. Dasar Hukum Mut’ah
a. Al-Qur’an

1) Q.S al-Bagarah ayat 236:

[T /'),//&2/ a2 o gt g e T a2k RN

) 6 Ganai Ty 5 5 \,@ﬁ)\yﬂgm@\wdyr&xc@v
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Artinya: Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu

menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum

kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut ‘ah, bagi yang kaya sesuai

dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan

kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan
ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, hukum wanita yang diceraikan sebelum
berhubungan suami istri maka ia wajib diberikan mut’ah. Mut‘ah yang dimaksud
adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai pelipur, di
samping nafkah yang wajib ditunaikannya sesuai dengan kemampuannya.

2) Q.S al-Bagarah ayat 241:
< 2 - f/‘ﬁ_ N I3 _ ‘i _ E3
G e s Sppady s il

Artinya: Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut‘ah dengan cara yang
patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap istri yang diceraikan oleh suaminya
memiliki hak untuk mendapatkan mut’ah dengan cara yang baik, karena
sesungguhnya Allah SWT memberikan ketentuan ini untuk orang-orang yang
memiliki ketakwaan dan kebaikan. Menurut Imam Malik, berpendapat tentang ayat
di atas bahwa sesungguhnya AllahSWT mengikat perintah untuk memberikan

mut’ah dengan sebuah kebaikan dan ketakwaan.?®

28 Wahbah al- Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani dan dkk.,
Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 286.
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3) Q.S al-Ahzab ayat 49:
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu

mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu

perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan
lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.

Ayat ini menjelaskan tentang adanya memuliakan seorang perempuan ketika
menceraikannya dengan cara yang baik serta berikanlah hak-hak mereka walaupun
dalam keadaan gabla dukhul, perempuan berhak mendapatkan nafkah mut’ah
sebagai pemberian dari bekas suaminya.

b. Hadis

Selain al-Qur’an, ada hadis yang membahas tentang talak yang dapat

dijadikan landasan mengenai ketentuan mut’ah bagi wanita yang ditalak oleh

suaminya. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi sebagai berikut:
u;o;&;uu Ld\ 4, 500e G &A\wﬁ\)ﬂ,\uﬁdm\u»
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Artinya: Diceritakan kepadaku Ahmad bin Al-Migdam Abu al Asy’as al Ijliy.
Ubaidah bin Qasim memuji. Hisyam bin Urwah memuji, dari ayahnya,
Aisyah sesungguhny Amrah binti al Jaun meminta perlindungan dari
Rasulullah SAW ketika ia digauli olehnya. Lalu rasul berkata
sesungguhnya engkau telah berlindung kepada Mu’adz. Lalu beliau
menceritakannya dan memerintahkan Usmah dan Anas agar memberikan
mut’ah padanya dengan tiga kain linen.?°

c. Perundang-Undangan di Indonesia

2% Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al- Qazwini, “Sunan Ibnu Majah” (Jakarta:
Gema Insani Press, 2016), 657.
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Perundang-undangan yang ada di Indonesia yang membahas tentang mut’ah
terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1, 49, 158, 159 dan 160.
Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada
mengatur secara jelas terkait ketentuan tentang hak mut’ah. Selanjutnya dalam
Kompilasi Hukum Islam mut’ah itu dibagi menjadi dua bentuk hukum yaitu ada
hukumnya mut’ah wajib dan ada yang hukumnya sunnah.

3. Hukum Pemberian Mut’ah

Dalam penentuan mut’ah para ulama berbeda pendapat tentang hukum
mut’ah tersebut, yaitu sebagai berikut:
a. Ulama Syafi’i

Ulama Syafi’i mengemukakan bahwa mut’ah wajib bagi semua perempuan
yang diceraikan suami, baik itu perceraian sebelum terjadi persetubuhan maupun
setelah terjadi pesetubuhan. Selain dari perempuan yang sebelum digauli yang
sudah menerima maharnya, maka dia hanya mendapatkan sebagian dari maharnya.

Menurut pandangan ulama mazhab Syafi’i, mut’ah wajib diberikan kepada
istri yang diceraikan sebelum berhubungan suami istri (qabla dukhul), sepanjang ia
tidak berhak memperoleh setengah dari mahar yang telah ditentukan. Selain itu
pendapat yang dianggap paling kuat yaitu mut’ah juga wajib diberikan kepada istri
yang telah diceraikan setelah digauli apabila perceraian atau perpisahan terjadi
bukan karena kesalahan pihak istri, melainkan disebabkan oleh suami atau keadaan

lain yang berasal dari pihak suami.*°

30 Wahbah Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, 6831-6831.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi’i dalam
pemberian mut’ah pada dasarnya merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri
yang diceraikan, baik sebelum maupun sesudah terjadinya hubungan suami istri.
Namun, ketentuan tidak berlaku bagi istri yang diceraikan sebelum dukhul apabila
dalam keadaan mahar belum ditentukan, karena dalam keadaan tersebut ia telah
memperoleh setengah hak berupa setengah dari mahar yang telah disepakati.

b. Ulama Hanafi

Menurut ulama hanafi pemberian mut’ah dilakukan ketika sebelum bergaul

atau Dberhubungan suami istri secara benar, serta ditentukan maharnya.

Sebagaimana firman Allah SWT surat al-Bagarah ayat 236:

e e Gy Mﬂudﬂ;w‘ FESHIERE I u‘(&l@ 5
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Artinya: Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu
menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum
kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut ‘ah, bagi yang kaya sesuai
dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan
kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan
ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.

Menurut pandangan ulama Hanafi hukum pemberian mut’ah adalah sunnah
dalam keadaan talak yang telah terjadi setelah dukhul dan juga dalam keadaan talak
sebelum berhubungan suami istri dalam perkawinan yang telah ditentukan
maharnya. Karena sebenarnya mut’ah itu diwajibkan sebagai pengganti dari

setengah mahar, jika mahar musamma atau mahar mitsil telah diterima setelah

dukhul maka tidak perlu lagi mut’ah.®!

81 Zuhaili, 6830.
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c. Ulama Maliki

Menurut ulama Maliki pemberian mut’ah disunnahkan untuk setiap
perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Mereka berpendapat ada tiga jenis
perempuan yang ditalak oleh suaminya yaitu:

1) Perempuan yang telah ditalak suami sebelum digauli dan sebelum adanya
disebut mahar memiliki hak terhadap mut’ah dan tidak memiliki hak sedikitpun
atas mahar.

2) Perempuan yang ditalak sebelum digauli dan setelah disebutkan jumlah
maharnya maka ia tidak memiliki hak atas mut’ah

3) Perempuan yang ditalak suaminya setelah digauli dan sebelum disebutkan
maharnya maupun stelah disebutkan maharnya maka ia tidak berhak atas mut’ah

Perempuan yang memilih untuk berpisah tidak mendapatkan sedikitpun hak
mut’ah dalam beberapa kondisi yaitu perempuan yang terkena penyakit gila dan
penyakit kusta, perceraian akibat pembatalan, ataupun akibat khulu” maupun
li’an.%

d. Ulama Hambali

Dalam menetukan mut’ah ulama Hambali sepakat dengan ulama Syafi’i yaitu
mut’ah wajib bagi seluruh suami yang kaya maupun miskin, orang muslim dan ahli
dzimmah untuk seluruh istri yang memsarahkan jumlah maharnya yang ditalak
sebelum digauli, dan sebelum ditentukan mahar untuknya.

Tidak ada mut’ah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya karena

dalam ayat al-Qur’an tidak menyebutkannya, dan yang dijelaskan hanya terkait

82 Zuhaili, 6831.
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perempuan yang ditalak. Mut’ah akan hilang pada setiap objek yang membuat
mahar hilang didalamnya seperti kemurtadan dan perencanaan pembatalan
perkawinan.

4, Ukuran Jumlah Mut’ah

Pemberian mut’ah merupakan perintah Allah SWT kepada seluruh suami
agar selalu mempergauli istrinya dengan menggunakan prinsip imsak bil ma ruf aw
tasrihu bi ihsan (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau
melepaskan dengan kebajikan). Perintah ini memiliki tujuan yaitu ketika hubungan
perkawinan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan bekas istri dan
keluarga harus tetap terjaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan
mut’ah, pemberian tersebut hendaklah dengan kerendahan hati dan sopan tanpa
paksaan atau hinaan terhadap bekas istri.>*

Para fuqaha berbeda pendapat tentang jumlah besar kecilnya mut’ah.
sebagaimana mereka berbeda pendapat tentang pertimbangan mut’ah. Ulama
Hanafiyah dan Zahiriyah berpendapat bahwa mut’ah mempunyai ukuran yang
ditentukan, yaitu tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung, dan rangkapan. Ukuran
ini diriwayatkan oleh Al-Hasan, Sai’id bin Al-Musayyab, Atha’ dan Asy-Sya’bi.®®

Menurut ulama Syafi’i berpendapat bahwa mut’ah tidak memiliki ukuran
tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga dengan itu.
Kewajiban tidak melebihi dari mahar mitsil dan sunnahnya tidak pula melebihi

separuh dari mahar mitsil.

33 Zuhaili, 6833.
34 Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 92.
% Azzam dan Hawwas, Figh Munakahat Khitbah, Nilah, dan Talak, 211.

38



39

Pendapat yang kuat tentang mut’ah ini adalah pendapat dari ulama Syafi’i,
pendapat Abu Yusuf dari Ulama Hanafi dan yang telah dijelaskan oleh Imam
Ahmad bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran mut’ah melihat berdasarkan
kondisi suami, apakah suami tergolong dari suami yang kaya atau yang miskin.*

Ukuran mut’ah yang dibebankan kepada bekas suami tidak ada aturan khusus
yang mengaturnya, namun terdapat pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan
bahwa ukuran mut’ah ditentukan berdasarkan kemampuan suami. Sehingga besar

kecilnya mut’ah tergantung kemampuan suami.

3% Mardani, Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Iimu,
2011), 212.
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BAB I
KONSEP FIQIH MUNAKAHAT

A. Pengertian Dan Dasar HukumFigih Munakahat

Figih munakahat merupakan bagian dari ilmu figih yang membahas berbagai
persoalan hukum dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan.
Istilah “fikih munakahat” merupakan gabungan dua kata (murakkab idhafi) dari
kata “fikih” dan “munakahat”. Secara etimologis, istilah figih berasal dari akar kata
“fagaha” yang memiliki makna memahami atau mendalami sesuatu. Dengan
demikian, pengetahuan mengenai suatu persoalan tertentu dapat juga disebut fikih.!

Sebagaimana tertulis dalam surat at-Taubah ayat 122, sebagai berikut:

PRTS IR (R TPE X S I C A P TN I~ ATt R AT I (A PP
33y g 3 i) Al gia 1855 5 5 5B ML TE 1y (il O L e
O350l ) Bass 131 gt
Artinya: Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan
perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka
tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam
pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya

apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.
Ayat di atas menegaskan bahwa betapa pentingnya sebagian orang untuk
mendalami ilmu agama (tafaqquh fi al-din), agar mereka memiliki kemampuan
untuk membina dan memberi nasihat kepada masyarakat. Hal ini juga mencakup
pembahasan mengenai persoalan-persoalan seperti hukum nusyuz yang menjadi

bagian dari kajian fikih munakahat.

Secara istilah, figih adalah ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariat yang

bersifat praktis, yang dirumuskan dari dalil-dalil yang rinci. Menurut para fugaha,

! Sofyan Hasan, Hukum Keluarga Dalam Islam, (Malang: Setara Press, 2018), 14.
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figih merupakan pemahaman yang bersifat zhanni (perkiraan/dugaan) mengenai
hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia.?

Dalam perkembangan keilmuan Islam di Indonesia, fikih kerap disamakan
dengan hukum Islam yaitu sekumpulan aturan dan norma yang bersumber dari
wahyu ilahi, yakni al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Aturan tersebut
kemudian diperkuat melalui metode ijtihad seperti ijma’ (kesepakatan para ulama)
dan giyas (analogi hukum).

Sementara itu, istilah munakahat berasal dari bahasa Arab yang berakar dari
kata “nakaha” yang memiliki makna kawin atau pernikahan. Penggunaan istilah
munakahat dalam bentuk jamak menunjukkan bahwa pembahasannya tidak terbatas
pada pelaksanaan akad nikah semata, tetapi juga mencakup berbagai persoalan yang
berkaitan dengan kehidupn perkawinan, termasuk perceraian, akibat hukum yang
ditimbulkannya, serta kemungkinan terjadinya rujuk setelah perceraian. Dengan
demikian, munakahat dapat dimaknai secara luas sebagai keseluruhan hal yang
berkaitan dengan persoalan dan ketentuan mengenai perkawinan.*

Dalam al-Qur’an banyak terdapat kata nakaha yang memiliki arti kawin,

diantaranya adalah surat an-Nisa ayat 3:

v\r»uu ij_@w;u\wﬁu&mﬁ&uwm&\,@mrﬁ»o\j
k}.: J\S; Vga\.u ;Aﬁw\.aj\ )j

2 Tihami dan Sahrani Sohari, Figh Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 14.

3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
Media, 2014), 5.

4 Amir Syarifuddin, Figh Munakahat., 5.
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Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu
khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau
hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat
untuk tidak berbuat zalim.

Dan juga terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 37, yang berbunyi sebagai

berikut:
2 \;Mégijﬂ\ﬁbdé mw\wmbww <l el 58 303
L}w,ﬁvﬁ )Lwi; wuusy\ws' SO A
v;w’* 031 585 15 e 528 5 gl 215313 55 G
Artinya: (Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang
telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat
kepadanya, ‘“Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,”
sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan
dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah
lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri
keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau
dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk
(menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah
menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti
terjadi.

Apabila kata “fikih” dikaitkan dengan konsep munakahat, maka fikih
munakahat dapat dipahami sebagai suatu kumpulan kaidah, ketentuan hukum, dan
tata cara yang mengatur pelaksanaan perkawinan serta berbagai permasalahan yang
muncul sebagai akibat dari berlangsungnya suatu perkawinan. Ketentuan tersebut
menjadi pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan perkawinan sekaligus

menjadi landasan hukum dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Semua ketentuan ini disusun melalui proses ijtihad yang berdasarkan kepada al-
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Qur’an dan as-Sunnah.® Dalam Kamus Populer, fikih munakahat dipahami sebagai
salah satu cabang ilmu hukum Islam yang secara khusus membahas berbagai
persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, mulai dari tata cara peminangan
(khitbah), pelaksanaan walimatul ursy’, perceraian (talak), rujuk setelah terjadi
perceraian, hingga pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada
masing-masing pihak dalam hubungan suami istri. Dalam tulisan ini, biasanya
kedua istilah (figih atau fikih) digunakan dengan makna yang sama, tergantung
pada kalimat atau padanan kata yang digunakan berikutnya.

Figih munakahat merupakan ketentuan hukum Allah.® Figih munakahat
merupakan cabang dalam Islam yang mengatur berbagai ketentuan mengenai
perkawinan berdasarkan dali-dalil nagli, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. Seluruh
aturan itu disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai pedoman
dalam membina kehidupan rumah tangga.

B. Ruang Lingkup Figih Munakahat

Ruang lingkup kajian figih munakahat mencakup berbagai ketentuan hukum
yang berkaitan dengan peminangan (khitbah), pelaksanaan akad nikah, hingga
perceraian. Selain itu, pembahasannya juga meliputi segala akibat hukum yang
muncul sebagai konsekuensi dari setiap tahapan tersebut, baik yang menyangkut
hak maupun kewajiban para pihak dalam ikatan perkawinan.

a. Meminang (khitbah)

5> Sofyan Hasan, Hukum Keluarga Dalam Islam., 16.
& 1bid.
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Istilah peminangan berasal dari kata dasar “pinang”, sedangkan kata
meminang memiliki makna yang sama dengan “melamar”. Dalam bahasa Arab,
peminangan dikenal dengan istilah khitbah. Secara etimologis, meminang berarti
mengajukan permohonan kepada seorang perempuan agar bersedia menjadi istri.
Adapun secara terminologis, peminangan merupakan suatu proses awal yang
dilakukan untuk mewujudkan hubungan menuju perkawinan antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan. Proses tersebut dilakukan dengan cara seorang laki-
laki menyampaikan keinginannya kepada seorang perempuan untuk
menjadikannya sebagai istri lalu tata cara yang lazim dan sesuai dengan adat istiadat
yang berlaku dalam masyarakat.’

Menurut Mahmud Al-Mashri, khitbah merupakan permohonan yang diajukan
olen seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan tujuan untuk
menjadikannya istri, yang disampaikan dengan cara yang baik berlaku dalam
kehidupan masyarakat. Sayyid Sabig mengemukakan pendapat yang sama nahwa
khitbah adalah tindakan seorang laki-laki menyampaikan keinginannya kepada
seorang perempuan gara bersedia menjadi pasangan hidupnya melalui prosedur
yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa khitbah
merupakan pernyataan kehendak seorang laki-laki untuk menjain sebuah ikatan

perkawinan dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Proses tersebut

" A. Kumedi Ja’far, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Arjasa Pratama,
2021), 1.
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dilakukan sesuai dengan adat atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan
masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.®

Setiap ketentuan syariat yang ditetapkan, baik yang bersifat wajib maupun
yang tidak mencapai derajat wajib pada dasarnya memiliki tujuan serta hikmah
tertentu. Salah satu hikmah disyariatkannya khitbah atau peminangan adalah
sebagai sarana untuk memperkokoh hubungan yang akan dibangun melalui akad
perkawinan. Melalui proses peminangan, calon suami dan calon istri memperoleh
kesempatan untuk saling mengenal, memahami karakter masing-masing, serta
menumbuhkan kesiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang
harmonis sesuai dengan tuntunan syariat Islam.®
b. Perkawinan

Secara bahasa, kata nikah memiliki arti yaitu berkumpul, menyatu,
melakukan hubungan suami istri. Namun, makna dari nikah itu sendiri lebih
merujuk pada akad. Dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan memiliki arti suatu
perjanjian yang sangat kuat yang mengandung unsur ketaatan terhadap perintah
Allah SWT dan pelaksanaannya dinilai sebagai bentuk ibadah.°

Dalam syariat Islam, nikah dipahami sebagai sebuah akad yang menghalalkan
hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sekaligus
melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dalam pengertian secara luas,

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk

8 Dahlan, Fikih Munakahat, (Yogyakarta: Deepublis, 2015), 6.
° Hikmatullah, Figh Munakahat, (Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021), 15.
10 “K ompilasi Hukum Islam” (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015).
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membentuk keluarga bersama dan keturunan, yang pelaksanaanya sesuai dengan
syariat Islam.!
c. Perceraian (Talak)

Secara etimologis perceraian dimaknai sebagai berakhirnya atau terputusnya
hubungan antara suami dan istri. Istilah talak juga memiliki pengertian yang sejalan
yaitu tindakan untuk mengakhiri ikatan perkawinan.? Dalam perspektif hukum
Islam, talak merupakan perbuatan hukum yang dilakukan untuk memutus atau
melepaskan ikatan perkawinan, sehingga hubungan perkawinan antar suami dan
istri berakhir sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Abdur Rahman al-Jaziri, talak secara terinologis adalah tindakan
hukum yang mengakhiri atau melepaskan ikatan perkainan. Talak yang dilakukan
melalui lafaz tertentu memiliki akibat hukum, sehingga hubungan suami istri
menjadi putus dan keduanya tidak lagi memiliki kehalalan untuk menjalankan
kehidupan suami istri sebagaimana sebelumnya. Di sisi lain, Wahbah al-Zuhaili
menjelaskan bahwa syariat memberikan kewenangan menjatuhkan talak kepada
suami berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, perempuan pada umumnya
dinilai memiliki emosional yang lebih dominan, sehingga dikhawatirkan keputusan
untuk bercerai dapat diambil saat tergesa-gesa ketika dalam keadaan emosi. Kedua,
perceraian membawa berbagai konsekuensi yang menjadi tanggung jawab suami.
Oleh karena itu, tanggung jawab tersebut lebih tepat dibebankan kepada suami

sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak.*®

1 Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 15.

12 Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahat I, 9.

13 1ffah Muzammil, "Figh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam),” Journal of
Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2019): 129.
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C. Keterkaitan Figih Munakahat terhadap Nusyuz

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, salah satu persoalan yang menjadi
perhatian figih munakahat adalah nusyuz. Secara terminologis, nusyuz diartikan
sebagai sikap pembangkangan atau tidak menjalankan kewajiban yang telah
ditetapkan syariat dalam hubungan suami istri. Nusyuz dapat dilakukan oleh istri
maupun suami. Al-Qur’an telah mengatur nusyuz istri dalam surat an-Nisa ayat 34,
sedangkan nusyuz suami diatur dalam surat an-Nisa ayat 128. Hal ini menunjukkan
bahwa islam tidak hanya membebankan kewajiban kepada salah satu pihak saja,
melainkan menuntut kedua belah pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
secara imbang.

Eksistensi figih munakahat terhadap persoalan nusyuz terdapat dalam
pengaturan cara penyelesaian konflik rumah tangga sebelum perceraian sebagai
upaya terakhir. Ketika nusyuz terjadi dari pihak istri maka cara penyelesaiannya
bertahap seperti memberikan nasihat, memisahkan tempat tidur, dan apabila masih
diperlukan memberikan tindakan pendidikan yang dibenarkan oleh syariat tanpa
adanya kekerasan dan kezaliman. Sebaliknya ketika nusyuz terjadi pada pihak
suami maka cara penyelesaiannya yaitu Islam mendorong untuk melakukan
musyawarah, perdamaian (sulh), serta pemenuhan kembali hak-hak istri agar
keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

Dalam perspektif figih munakahat, konsep nusyuz tidak hanya dipahami
sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban suami maupun istri, tetapi juga
sebagai mekanisme hukum untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam

keluarga. Oleh karena itu, dalam penyelesaian nusyuz harus mengutamakan nilai-
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nilai keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga.
Perceraian sebagai jalan terakhir ketika seluruh upaya perdamaian ditempuh tidak

dapat mengembalikan keharmonisan hubungan antara suami istri.
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pariaman
1. Profil Pengadilan Agama Pariaman

Pengadilan Agama Pariaman kelas 1B merupakan salah satu pengadilan yang
berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tinggi Padang, yang
berkedudukan di Kota Pariaman. Pengadilan ini memiliki tugas dan wewenang
untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada
tingkat pertama, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi
pihak-pihak yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,
ekonomi syariah, dan lain sebagainya.t
2. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Pariaman
a. Visi

“Terwujudnya Peradilan Agama Pariaman yang Agung”

Visi ini memiliki makna yakni menjalankan kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan, serta
menyelenggarakan proses peradilan yang jujur dan adil.

b. Misi

Untuk mencapai sebuah visi, diperlukan misi yang telah ditetapkan oleh

Pengadilan Agama Pariaman, sebagai berikut:

1) Menjaga kemandirian peradilan agama

! Pengadilan Agama Pariaman, Sejarah Pengadilan Agama Pariaman, (Pariaman:
Pengadilan Agama Pariaman, 2026), https://pa-pariaman.go.id/tentang-pengadilan-profil-
satker/sejarah-pengadilan.
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2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3) Meningkatkan kualitas kepemimpian peradilan agama
4) Meningkatkan akuntabilitas dan transparasi peradilan agama?
3. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman

Pengadilan Agama Pariaman merupakan salah satu pengadilan tingkat
pertama di wilayah Pengadilan Agama Tinggi Pariaman yang memiliki dua wilayah
yurisdiksi yaitu Kota Pariaman yang terdiri dari empat kecamatan dan Kabupaten
Padang Pariaman yang terdiri dari 17 kecamatan, yang bisa dilihat pada peta
wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB.
4. Struktur Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, khususnya
Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari

Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

STRUKTUR ORGANISASI @
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB

2 Pengadilan Agama Pariaman, Visi Dan Misi, (Pariaman: Pengadilan Agama Pariaman,
2026), https://pa-pariaman.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/visi-dan-misi-pengadilan/visi-
dan-misi.
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Pada dasarnya, kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman bertugas
memberikan pelayanan teknis dibidang perkara serta administrasi peradilan lainnya
sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dipimpin oleh seorang panitera, yang
dibantu oleh panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, panitera muda
hukum, panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti.

Sementara itu, kesekertariatan Pengadilan Agama Pariaman merupakan unsur
tata usaha yang mengelola manajemen perkantoran. Kesekertariatan dipimpin oleh
seorang sekretaris, yang dibantu oleh kasubbag umum dan keuangan, kasubbag
kepegawaian dan ortala, serta kasubbag lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

5. Fungsi dan kewenangan Pengadilan Agama Pariaman

Pengadilan Agama Pariaman merupakan garda terdepan Mahkamah agung
Republik Indonesia yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan
menyelesaikan perkara yang diajukan pada tingkat pertama. Perkara-perkara
tersebut menyangkut para pihak yang beragama Islam, terutama dibidang
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi
syariah. Dasar kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, dan kemudian telah mengalami perubahan dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.®

3 Pengadilan Agama Pariaman, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan, (Pariaman:
Pengadilan Agama Pariaman, 2026), https://pa-pariaman.go.id/tentang-pengadilan-profil-
satker/tupoksi-pengadilan.

51



52

B. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm
1. Duduk Perkara
a. Para Pemohon
Penetapan Pengadilan Agama Pariaman mengenai permohonan cerai talak yang
terdaftar pada tanggal 28 April 2025 yang diajukan oleh suami sebagai pemohon.
b. Alasan-alasan Tentang Duduk Perkara

Adapun permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon sebagai suami
dengan nomor register Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm yang terdaftar pada tanggal
28 April 2025 ke Pengadilan Agama Pariaman. Suami sebelum perkawinan telah
mengetahui istri berselingkuh dengan alasan selingkuh setelah dilaksanakannya
perkawinan, suami mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Pariaman dengan
alasan itu ia beranggapan bahwa istri nusyuz meskipun perkara ini terjadi sebelum
terjadinya perkawinan.

Sebelum dilaksanakan perkawinan, pada bulan September 2024 suami
mendaapatkan sebuah berita berupa bukti foto calon istrinya bersama laki-laki lain
di sebuah hotel. Hal ini membuat pemohon merasa kecewa, terkejut dan marah yang
menjadi luka terhadap pemohon. Keraguan pemohon semakin yakin untuk tidak
bersama saat melakukan screening di mana pemohon mendapati termohon kembali
berbohong dan tidak jujur.

Meskipun pemohon ragu tetapi undangan telah tersebar dan telah mendekati
hari perkawinan, pemohon tetap melaksanakan perkawinan yang dilaksanakan pada
tanggal 04 Oktober 2024, keduanya resmi menikah secara agama dan hukum

sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Nikah. Namun setelah akad perkawinan
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selesai, pemohon tidak pernah satu rumah atau hidup bersama selama perkawinan
berlangsung.

Setelah akad perkawinan dilaksanakan, pemohon menyampaikan kepada
keluarga dan niniak mamak kedua belah pihak terkait perselingkuhan yang
dilakukan oleh termohon sebelum terjadinya perkawinan. Berdasarkan kesepakatan
pihak niniak mamak mengatakan untuk membatalkan kesepakatan yang terjadi
pada perkawinan.

Dengan demikian, pemohon mengambil langkah hukum untuk mendaftarkan
permohonan cerai talak pada tanggal 28 April 2025 secara resmi terdaftar sebagai
permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pariaman dengan nomor register
360/Pdt.G/2025/PA.Prm dengan dalil bahwa istri telah berbuat nusyuz meskipun
perbuatan perselingkuhan terjadi sebelum akad perkawinan dilaksanakan.

2. Pertimbangan hukum

Dalam perkara cerai talak ini, majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman
berjalan dengan memeriksa seluruh dalil dan fakta yang terungkap selama
persidangan berlangsung. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa inti dari
permohonan pemohon didasari pada keretakan hubungan perkawinan akibat
kekecewaan atas dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon dengan
laki-laki lain di sebuah hotel, serta ketidakjujuran termohon. Selain itu, di
persidangan terbukti bahwa semenjak akad perkawinan dilaksanakan, pemohon dan
termohon sama sekali belum pernah tinggal serumah dan belum pernah melakukan

hubungan suami istri (gabla dukhul).
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Dalam menetapkan putusan, majelis hakim memberikan beberapa
pertimbangan yang penting yaitu:

Berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang
istri yang bercerai wajib untuk menjalani masa iddah, kecuali jika perceraian terjadi
dalam keadaan gabla dukhul (belum pernah melakukan hubungan suami istri) dan
bukan karena kematian suami. Karena terdapat fakta persidangan yang
membuktikan bahwa antara pemohon dan termohon belum pernah hidup bersama
dalam satu rumah dan belum pernah berhubungan suami istri. Dengan ini majelis
hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan
talak satu ba’in sugra. Akibat hukumnya, termohon tidak memiliki masa iddah yang
wajib dijalaninya.

Mengenai tuduhan pemohon bahwa istrinya telah berbuat nusyuz, majelis
hakim memiliki pendapat lain. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan, peristiwa
termohon berduaan dengan laki-laki lain di sebuah hotel terjadi sebelum akad
perkawinan dilaksanakan. Oleh karena itu, secara hukum termohon tidak dapat
dinyatakan sebagai istri yang nusyuz atau membangkang kepada suami.

Disebabkan oleh status nusyuz tidak terbukti, majelis hakim menegaskan
bahwa termohon tetap memiliki hak-hak hukum sebagai seorang istri yang
dijatuhkan talak oleh suaminya. Hal ini mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pengadilan
wajib memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca

perceraian.
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Maka dari itu, majelis hakim menghukum dan memerintahkan pemohon
untuk memberikan hak berupa mut’ah (pemberian dari suami) kepada termohon
dengan besaran nominal yang telah ditetapkan oleh hakim. Pembayaran mut’ah ini
wajib diselesaikan oleh pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang
Pengadilan Agama Pariaman.

3. Isi Penetapan

Dengan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berlaku, majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman akhirnya
mengadili dan memutuskan prkara tersebut. Dalam amar putusan konvensi, majelis
hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dari pemohon seluruhnya.
Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, hakim memberikan izin kepada
pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba’in sugra terhadap termohon di hadapan
sidang Pengadilan Agama Pariaman.

Di samping itu, dalam amar putusan rekonvensi majelis hakim mengabulkan
gugatan rekonvensi dari pihak termohon untuk sebagian. Hakim menghukum
pemohon untuk membayar mut’ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,00
(lima belas juta rupiah) kepada termohon. Lebih lanjut, majelis hakim
memerintahkan pemohon untuk membayarkan atau menyerahkan seluruh
kewajiban mut’ah tersebut secara langsung sebelum ikrar talak diucapkan di depan
persidangan. Adapun gugatan rekonvensi termohon untuk hal-hal selain selebihnya
dinyatakan ditolak oleh hakim. Sebagai penutup dari amar putusan, baik dalam
konvensi maupun rekonvensi, majelis hakim menetapkan penjatuhan biaya perkara.

Seluruh biya perkara yang timbul dalam proses hukum ini, yakni sebesar Rp.
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183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dibebankan sepenuhnya

kepada pihak pemohon untuk dibayarkan.

C. Pandangan Hakim Terhadap Kondisi Perselingkuhan Istri Sebelum Akad
Perkawinan

Perkara Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm yang merupakan perkara
permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami sebagai pemohon dalam surat
permohonannya tanggal 28 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pariaman. Para pihak telah melaksanakan perkawinan secara sah dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kua Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten
Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 4 Oktober 2024,
sebagaimana telah tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah.

Dalil permohonan pemohon merupakan dalil yang pokok permasalahan
berawal dari adanya uraian dan penegasan bahwa rumah tangga antara pemohon
dan termohon sejak termohon ketahuan berduaan dengan laki-laki lain di sebuah
hotel sebelum akad perkawinan dilangsungkan, pemohon dan termohon tidak
pernah hidup bersama atau tinggal bersama dalam satu rumah dan tidak pernah
melakukan hubungan suami istri karena sebelum pelaksanaan perkawinan ada hal
yang menjadi timbulnya perpisahan antara pemohon dan termohon.

Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa sebelum perkawinan
berlangsung ia mendapatkan berita atau bukti foto yang tidak mengenakan dari
termohon yang mana termohon berada di sebuah hotel dengan laki-laki lain. Hal ini
membuat pemohon terkejut, kecewa, marah serta hilangnya kepercayaan terhadap

termohon. Akan tetapi karena persiapan perkawinan telah selesai dan undangan
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telah disebarkan, pemohon tetap melangsungkan perkawinan dengan termohon.
Setelah akad perkawinan selesai, pemohon tidak pernah satu rumah berduaan
dengan termohon dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri.

Berdasarkan data yang penulis dapat melalui wawancara kepada Majelis
hakim Pengadilan Agama Pariaman yaitu Osvia Zurina, berpendapat bahwa majelis
hakim dalam perkara ini mengabulkan perkara cerai talak yang diajukan oleh
pemohon dengan alasan terjadinya perselisihan terus menerus, tidak pernah ada
kerukunan di dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon bukan
berdasarkan pada dalil pemohon yang menyatakan istri nusyuz karena perbuatan
yang dilakukan oleh istri terjadi sebelum adanya akad perkawinan di mana belum
ada hak dan kewajiban yang mengikat didalamnya antara suami dan istri.*

Pendapat ini sama dengan menurut Amri Yantoni, yang mengatakan bahwa
perbuatan yang dilakukan oleh istri tidak dapat dikatakan nusyuz sebab perbuatan
yang dilakukan istri terjadi sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. Di mana
nusyuz itu dikategorikan merupakan perbuatan membangkang dilakukan istri
selama perkawinan berlangsung, sedangkan dalam perkara ini istri tersebut
berselingkuh/berduaan dengan laki-laki lain di sebuah hotel sebelum adanya ikatan
perkawinan yang sah sehingga istri tidak dapat dikatakan sebagai istri yang
nusyuz.’

Kemudian berdasarkan pernyataan dari hakim di atas maka dapat

disimpulkan bahwa perkara permohonan cerai talak yang dikabulkan oleh majelis

4 Osvia Zurina, Wawancara Pribadi, (Pengadilan Agama Pariaman, 20 Juli 2026).
> Amri Yantoni, Wawancara Pribadi, (Pengadilan Agama Pariaman, 4 Agustus 2026).
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hakim bukanlah karena istri dari pemohon tersebut nusyuz. Hal ini disebabkan
karena istri berduaan dengan laki-laki lain di sebuah hotel tersebut terjadi sebelum
i1a menikah dengan pemohon. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh
istri tidak bisa dikatakan dengan perbuatan istri yang nusyuz.

Nusyuz dalam hukum Islam merupakan sikap pembangkangan, durhaka
seorang istri terhadap kewajiban yang lahir setelah adanya akad perkawinan. Oleh
sebab itu, perbuatan yang dilakukan sebelum akad perkawinan tidak bisa
dikategorikan sebagai istri yang nusyuz baik secara yuridis maupun secara fikih.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan
rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian pula akan
menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Pemenuhan
hak dan kewajiban merupakan pokok keberlangsungan perkawinan, karena dengan
hak inilah terciptalah keharmonisan dalam hubungan rumah tangga.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini bertumpu kepada status
hukum perbuatan yang terjadi sebelum akad perkawinan dengan status hubungan
yang terjadi setelah perkawinan. Majelis hakim dalam menilai peristiwa
perselingkuhan sebelum akad adalah bahwa dalam fikih menempatkan akad nikah
sebagai dasar lahirnya hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Menurut Osvia Zurina, hakim mempertimbangkan pasal 84 KHI yang
mensyaratkan tentang adanya bukti nusyuz. Karena peristiwa tersebut terjadi
sebelum adanya sebuah perkawinan belum ada kedudukan istri dan belum ada

kewajiban-kewajiban perkawinan yang bisa dianggap dilalaikan, sedangkan nusyuz
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lahir dari hubungan hak dan kewajiban suami istri, ia logis dan normatif yang hanya
akan terjadi setelah akad perkawinan menurut hukum negara dan agama.®

Dalam pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa istri
dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melakukan kewajibannya. Kewajiban yang
dimaksud disini yaitu kewajiban utama istri berbakti lahir batin kepada suami dalam
batas hukum Islam. Jadi dapat dikatakan bahwa istri yang nusyuz itu adalah istri
yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami sesuai ketentuan hukum
Islam.

Majelis hakim menegaskan bahwa keputusan nusyuz tidak dapat berdasarkan
kepada dugaan atau berdasarkan penilaian secara subjektif terhadap seorang istri.
Dalam putusan ini meskipun sudah diiringi dengan bukti foto dan informan yang
lain yang menunjukkan kedekatan antara termohon dengan laki-laki lain sebelum
akad, hakim tetap tidak bisa menjadikan dasar untuk menyatakan termohon nusyuz.
Alasannya berdasarkan bukti-bukti yang telah ada peristiwa tersebut terjadi
sebelum adanya akad oleh karena itu belum ada unsur hubungan perkawinan yang
sah terbentuk pada saat kejadian.

Hakim mempertimbangkan bahwa termohon dalam hubungan perkawinan
yang sah tidak terbukti melakukan pembangkangan. Pertimbangan hakim ini tidak
hanya berdasarkan kepada fakta tetapi juga menilai kapan waktu fakta tersebut
terjadi dan apa akibat hukum dari perbuatan itu. Hakim secara tegas membedakan
antara perbuatan sebelum akad dengan konsekuensi hukum setelah akad. Majelis

hakim memperjelas batasan konsep nusyuz dalam fikih. Hakim tidak menerima

® Osvia Zurina, Wawancara Pribadi, (Pengadilan Agama Pariaman, 20 Juli 2026).
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pandangan yang akan memperluas pengertian nusyuz sampai pada sebelum akad
perkawinan karena hal ini bertentangan dengan dasar hukum perkawinan Islam.

Dalam Undang-Undang di Indonesia, baik itu Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak ada
ketentuan hukum yang tegas mengenai perilaku yang dilakukan sebelum akad
perkawinan dianggap sebagai nusyuz meskipun hal ini memiliki dampak pada
kerukunan dan keharmonisan rumah tangga setelah adanya akad perkawinan.

Perbuatan sebelum akad perkawinan tetap mempunyai dampak terhadap
kehidupan rumah tangga setelah akad perkawinan berlangsung. Dampak yang
timbul seperti hilangnya kepercayaan, terjadinya konflik, serta rusaknya
keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, perbuatan sebelum akad
perkawinan dapat menjadi bagian dari konteks nusyuz tapi perbuatan ini bukan
termasuk nusyuz.

Dalam perspektif fikin munakahat, nusyuz pada dasarnya berkaitan dengan
sikap durhaka atau pembangkangan yang dilakukan dalam hubungan suami istri
terhadap kewajiban yang timbul dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian,
konsep nusyuz mempunyai keterikatan yang erat dengan adanya akad perkawinan.
Tanpa adanya akad perkawinan maka tidak ada pula perbuatan yang dikatakan
nusyuz.

Para ulama mendefinisikan bahwa nusyuz sebagai bentuk sikap istri yang
tidak menjalankan kewajibannya kepada suami setelah akad perkawinan tanpa

alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Menurut ulama, syarat terjadinya nusyuz
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yaitu telah adanya akad perkawinan yang sah, timbulnya hak dan kewajiban antara
suami istri, salah satu pihak melalaikan kewajibannya tanpa alasan yang syar’i.

Meskipun demikian, tindakan perselingkuhan sebelum akad oleh istri tetap
merupakan perbuatan yang menentang ajaran agama Islam apabila mengandung
unsur zina, khalwat atau pelanggaran norma syariat. Namun ketika perkawinan
tetap dilaksanakan dan kemudian suami menjatuhkan talak sebelum menggauli
istrinya (gabla dukhul), maka penyelesaian hukumnya tidak didasarkan pada
konsep nusyuz.

Pertimbangan hakim dalam perspektif fikih munakahat memperlihatkan
bahwa hakim berhati-hati dalam menjaga asas suatu keadilan. Jika perbuatan
sebelum akad ditetapkan sebagai nusyuz, maka perempuan bisa kehilangan
perlindungan hukum hanya karena peristiwa yang terjadi sebelum adanya
perkawinan yang sah. Dapat disimpulkan bahwa dalam putusan ini dilihat dengan
mempertimbangkan status perkawinan, waktu kejadian, dan akibat hukum yang
timbul.

Lebih lanjutnya, dalam perkara perceraian, majelis hakim menggunakan surat
ar-Rum ayat 21 untuk menilai apakah suatu ikatan perkawinan masih memiliki

legalitas untuk dipertahankan, sebagai berikut:
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Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu
merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan
kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
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Ketika dalam persidangan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon
tidak pernah hidup rukun bahkan perselisihan telah terjadi sejak sebelum akad
perkawinan, timbul rasa hilang kepercayaan dan adanya sikap saling tuduh maka
prinsip sakinah, mawadddah, warahmah dianggap telah hilang secara permanen.
Hakim menyimpulkan bahwa hakikat dan esensi perkawinan sebagaimana
dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak lagi terwujud dengan semestinya.

Di sisi lain hakim menunjukkan penerapan prinsip kaidah figh yaitu

menghilangkan mudharat didahulukan daripada menarik manfaat sebagai berikut:
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Artinya: Mencegah kemudharatan harus lebih didahulukan daripada mengambil
kemaslahatan

Penerapan prinsip ini yakni ketika rumah tangga telah tidak dapat
dipertahankan, dan kedua belah pihak tidak pernah membangun kehidupan rumah
tangga secara nyata, maka perceraian dipandang sebagai jalan yang lebih maslahat
dibanding memaksakan kelangsungan ikatan yang sudah rapuh. Prinsip ini juga
sejalan dengan istinbath hukum Islam yang menekankan kemaslahatan dan
menghindari kemudharatan.

Dalam penentuan jenis talak yang digunakan pemohon untuk termohon
majelis hakim mengambil dalil syar’i yang terdapat dalam kitab al-Figh al-Islami
wa Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaili, juz V11, halaman 529 yang digunakan

oleh majelis hakim, sebagai berikut:
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Artinya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim karena perselisihan perkawinan adalah
perceraian yang tidak dapat dibatalkan karena kerugian tersebut tidak
dapat diperbaiki kecuali melalui perceraian itu. Sebab jika itu adalah
perceraian yang dapat dibatalkan , suami dapat mengambil kembali istri
selama masa iddah, dan kerugian akan kembali terjadi.

Dalam menjatuhkan jenis talak, hakim terlebih dahulu membuktikan fakta
persidangan apakah antara suami istri telah melakukan hubungan suami istri
(dukhul) atau belum (gabla dukhul). Dalam kitab ini menegaskan bahwa status
dukhul merupakan syarat utama terjadinya iddah dan hak rujuk. Ketika hakim
membuktikan pasangan suami istri belum pernah berhubungan suami istri (qabla
dukhul) maka berdasarkan dalil dalam kitab tersebut talak yang dijatuhkan secara
otomatis berstatus talak ba’in sugra. Suami tidak memiliki hak untuk merujuk
istrinya selama masa iddah melainkan melalui akad dan mahar yang baru ketika
ingin kembali bersama.

Di sini menjelaskan bahwa hakim memutuskan perkara cerai talak yang
diajukan oleh suami ini menolak dalil bahwa seorang istri tersebut nusyuz. Hakim
menerima permohonan cerai talak ini dengan menimbang bahwa perkawinan tidak
dapat dirukunkan kembali karena selama pernikahan telah terjadi perselisihan terus
menerus serta menjatuhkan talak satu ba’in sugra untuk istri yang belum pernah
digauli oleh suaminya. Hakim menolak dalil istri nusyuz karena dalam perkara ini
hakim menilai berdasarkan kepada pasal 84 Kompilasi Hukum Islam dan

berdasarkan kepada perselingkuhan yang dilakukan oleh istri terjadi sebelum
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adanya ikatan perkawinan yang sah antara pemohon dan termohon, serta belum
adanya timbul hak dan kewajiban ketika peristiwa tersebut terjadi.

Menurut penulis, pandangan majelis hakim dapat dipahami sejalan dengan
fikih munakahat disebutkan dalam putusan perkara nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm
karena perbuatan termohon bersama laki-laki lain di sebuah hotel terjadi sebelum
adanya akad perkawinan, di mana antara pemohon dan termohon belum memiliki
ikatan perkawinan sah. Hal ini belum timbul hak dan kewajiban antara suami istri.
Sehingga dalam perkara ini seorang istri tidak dapat dianggap nusyuz. Hakim tidak
menjadikan perselingkuhan sebelum akad perkawinan sebagai nusyuz, melainkan
sebagai fakta yang mempengaruhi kerukunan dalam rumah tangga setelah
perkawinan dilaksanakan.

D. Pemenuhan Hak Terhadap Istri Yang Dicerai Talak Oleh Suami Dalam
Kondisi Qabla Dukhul

Putusnya perkawinan atau yang biasa disebut perceraian merupakan
berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang dapat terjadi karena
kematian, perceraian atau berdasarkan putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang pada pengadilan yang berwenang. Apabila perkawinan
itu putus secara sah maka akan timbul akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan
oleh para pihak yang bercerai.

Permasalahan nafkah timbul ketika terjadinya perceraian yang sah. Hak dan
kewajiban antara bekas suami dan istri akan timbul dengan sendirinya. Salah

satunya kewajiban nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri.
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Nafkah yang timbul berupa naftkah mut’ah, natkah iddah, hadhanah dan nafkah
madhiyah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Osvia Zurina, S.H.l., yaitu hakim
berpegang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mut’ah dalam cerai talak yaitu
pemberian yang dianjurkan, bukan selalu wajib secara ketat namun dapat
dibebankan oleh hakim atas dasar kemaslahatan, pasal 159 KHI, pasal 41 huruf c
UU Perkawinan, dan asas kekuasaan hakim menegakkan keadilan.

Dalam segala tuntutan yang diberikan termohon, tidak semua hak didapatkan
oleh termohon tapi tetap mendapatkan hak sesuai dengan bagiannya. Hakim
mengabulkan nafkah mut’ah karena memandang nafkah mut’ah sebagai bentuk
penghiburan dan penghormatan kepada istri yang dicerai talak oleh suami, serta
sebagai bentuk perlindungan hak perempuan dalam ikatan yang sah. Selain itu,
hakim menolak tuntutan nafkah madhiyah, nafkah iddah karena antara pemohon
dan termohon belum pernah tinggal serumah dan belum pernah menjalani
kehidupan rumah tangga bersama.’

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, mut’ah merupakan suatu
pemberian yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada istri yang diceraikannya,
baik itu berupa uang maupun barang kecuali jika perceraian terjadi karena istri
nusyuz. Istilah mut’ah ini merujuk pada akibat hukum perceraian, bukan merujuk
pada nikah mut’ah atau kawin kontrak yang dilarang dan dianggap ilegal secara

hukum positif di Indonesia.

" Osvia Zurina, Wawancara Pribadi, (Pengadilan Agama Pariaman, 20 Juli 2026).
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Dalam figih, mut’ah dipahami sebagai bentuk konsekuensi hukum dari
perceraian yang dilakukan oleh suami, meskipun para ulama berbeda pendapat
mengenai status hukumnya dan cakupan penerimanya. Para ulama sepakat bahwa
pemberian mut’ah merupakan hak istri yang ditalak dan memiliki fungsi dalam
hukum perceraian Islam.

Permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon mengakibatkan
timbulnya kewajiban membayar nafkah mut’ah. Dalam sistem hukum di Indonesia,
pemberian mut’ah secara normatif diakui sebagai hak istri yang lahir akibat cerai
talak sedangkan kewajiban pembebanannya diberikan kepada suami sebagai pihak
yang memiliki kewenangan untuk mengakhiri perkawinan.

Menurut Amri Yantoni, pemberian nafkah mut’ah kepada mantan istri
bertujuan untuk menghibur hati seorang istri yang dicerai talak oleh suaminya
sebagaimana yang telah terjadi dalam perkara ini, di samping dari adanya
kewajiban syariat untuk pemberian mut’ah. Pemberian mut’ah bertujuan agar tidak
timbulnya hal-hal buruk setelah perceraian.®

Penetapan mut’ah ini digunakan hakim yang diatur dalam ketentuan pasal 41
huruf ¢ Undang-Undang Perkawinan yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada
bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu
kewajiban bagi bekas istri. Pasal ini digunakan untuk perlindungan perempuan agar
mantan istri tidak mengalami kesulitan ekonomi akibat putusnya perkawinan.

Selain itu diatur berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

8 Amri Yantoni, Wawancara Pribadi, (Pengadilan Agama Pariaman, 4 Agustus 2026).
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Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam
Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 yaitu dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk
memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu
berupa mut’ah sepanjang tidak terbukti nusyuz, maka majelis hakim
memerintahkan penggugat untuk membayar kepada termohon berupa mut’ah
sebagaimana besaran jumlah yang telah ditetapkan sebelum pemohon
mengucapkan ikrar talak. Sebagaimana fakta persidangan bahwa termohon tidak
terbukti sebagai seorang istri yang nusyuz karena kejadian tersebut terjadi sebelum
adanya akad perkawinan antara termohon dengan pemohon.

Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah
mut’ah kepada istri yang ditalak gabla dukhul oleh suaminya. Selain itu menurut
Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat hukum pemberian mut’ah yaitu
sunnah. Menurut Imam Malik, mut’ah hukumnya sunnah terhadap semua istri yang
dicerai dalam kondisi apapun oleh suaminya. Hal ini berdasarkan QS. al-Bagarah
ayat 241, sebagai berikut:

s Je B syl fs el
Artinya: Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut‘ah dengan cara yang
patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.

Pada ayat di atas menjelaskan makna pembebanan mut’ah dilakukan hanya
kepada orang yang mampu, apabila orang tersebut tidak mampu maka ia tidak
diberikan pembebanan mut’ah. Pemberian mut’ah ini sebagai bentuk perbuatan

orang yang ingin melakukan kebaikan.
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Dalam Islam, hak-hak istri setelah perceraian tetap harus dipenuhi walaupun
perceraian terjadi karena gabla dukhul. Status gabla dukhul ini tidak menghilangkan
seluruh hak istri, tapi membatasi hak-hak tertentu yang berkaitan dengan hubungan
perkawinan setelah terjadinya ba’da dukhul.

Majelis hakim memakai ketentuan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam
yang menyatakan bahwa mut’ah itu wajib diberikan oleh bekas suami apabila
perceraian atas kemauan suami dan berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam
bahwa besaran mut’ah itu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.
Hakim menilai pasal ini sesuai dengan perkara yang sedang berjalan di depan
pengadilan. Karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai pemohon untuk
menjatuhkan talak kepada termohon maka istri berhak menerima mut’ah secara
hukum. Hakim menggabungan dengan pasal 160 sebagai bentuk pedoman
menimbang besaran uang mut’ah agar tidak melampaui batas kesanggupan suami
dan tidak merendahkan istri juga.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa alasan suami meninggalkan
istri langsung setelah akad tidak dibenarkan, sedangkan istri tidak terbukti
melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan lepasnya nafkah suami
terhadap istri. Dengan demikian hakim berpendapat seorang istri berhak
mendapatkan nafkah mut’ah untuk bentuk perlindungan hak perempuan. Hal ini
juga didasari dengan firman Allah SWT dalam al-Quran Surah al-Bagarah ayat 241,
dan juga berdasarkan pertimbangan hukum.

Dalam praktik pengadilan agama di Indonesia, pemberian mut’ah pada

perceraian gabla dukhul menimbulkan dua pandangan hukum antara Kompilasi
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Hukum Islam dan hukum Islam/pendapat hakim. Sebagian hakim menolak karena
merujuk pada aturan tekstual, sedangkan sebagian lain mengabulkan berdasarkan
rasa keadilan seperti yang terjadi pada kasus ini bahwa hakim membebankan
mut’ah kepada suami.

Menurut penulis, ketetapan hakim yang diputus majelis hakim telah sesuai
dengan konsep fikih munakahat dalam menerapkan ayat dengan kebijakan
peradilan yang melindungi perempuan, serta pasal yang digunakan dalam perkara
ini. Meskipun dalam pasal 149 KHI memberikan pengecualian dalam gabla dukhul,
hakim tetap memandang ada alasan keadilan untuk membebankan pemberian
mut’ah. Hakim menimbang berdasarkan kepada kepatutan dan kemaslahatan

dengan menggabungkan antara fikih dan kebutuhan keadilan.
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BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebelumnya sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi
ini yang berjudul “Nusyuz Sebelum Akad Perkawinan Dalam Perspektif Figh

Munakahat (Studi Kasus Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm)”, penulis

menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Agama Pariaman nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm
majelis hakim berpendapat termohon tidak terbukti di persidangan sebagai
seorang istri yang nusyuz atau membangkang kepada suaminya karena kondisi
perselingkuhan termohon terjadi sebelum adanya akad perkawinan yang sah.
Pemohon tidak bisa membuktikan termohon berduaan dengan laki-laki lain di
sebuah hotel dalam ikatan sebuah perkawinan. Dalam hal ini hakim berpendapat
istri tidak bisa dianggap nusyuz.

2. Pemenuhan hak terhadap istri yang dicerai talak dalam kondisi gabla dukhul
tetap mengacu kepada ketentuan fikih munakahat. Perceraian gabla dukhul
mengakibatkan istri tidak memiliki masa iddah dan tidak berhak mendapatkan
nafkah iddah. Status gabla dukhul tidak menghilangkan seluruh hak istri tetapi
hanya membatasi hak yang didapatkan oleh istri yang berkaitan dengan akibat
hukum setelah terjadinya ba’da dukhul. Hakim menetapkan nafkah mut’ah
berdasarkan ketentuan Islam tentang hak yang didapat oleh istri dalam kondisi
gabla dukhul, dan hukum positif berdasarkan kepada asas keadilan, asas

kepastian hukum.
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B. Saran
Sebagai langkah lanjutan dari hasil penelitian ini, penulis memberikan
beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi majelis hakim pengadilan agama, diharapkan untuk tetap mempertahankan
konsistensi dalam membedakan perbuatan yang terjadi sebelum akad nikah
dengan perbuatan setelah akad nikah, sehingga putusan tetap sejalan dengan
fikih munakahat, kompilasi hukum islam dan asas kepastian hukum

2. Bagi masyarakat agar lebih memahami dalam pengertian bahwa perselingkuhan
sebelum akad perkawinan berbeda secara hukum dengan nusyuz.

3. Bagi calon suami dan istri pentingnya untuk membangun sebuah komunikasi
yang jujur dari awal sebelum melanjutkan ke jenjang perkawinan hal ini
bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan agar tidak timbulnya sebuah

kekecewaan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan.
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